TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN MERTUA TERHADAP  MENANTUNYA               (Studi Kasus Putusan No. 08/Pid.Sus/2014/PN.BR) by YUSUF, FAHRI RAMADHANA
 
 
SKRIPSI 
 
 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  PIDANA PEMERKOSAAN 
YANG DILAKUKAN MERTUA TERHADAP  MENANTUNYA              
(Studi Kasus Putusan No. 08/Pid.Sus/2014/PN.BR) 
 
 
 
Oleh : 
FAHRI RAMADHANA YUSUF 
B111 11 030 
 
 
BAGIAN HUKUM PIDANA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2015
i 
 
HALAMAN JUDUL 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN 
YANG DILAKUKAN MERTUA TERHADAP MENANTUNYA 
( Studi Kasus Putusan No. 08/Pid.Sus/2014/PN.BR ) 
 
 
OLEH : 
FAHRI RAMADHANA YUSUF 
B111 11 030 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi                 
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana                                                                                    
Program Studi Ilmu Hukum 
 
Pada 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2015 
ii 
 
PENGESAHAN SKRIPSI 
 
 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN 
YANG DILAKUKAN MERTUA TERHADAP MENANTUNYA 
(Studi Kasus Putusan No.08/Pid.Sus/2014/PN.BR) 
 
 
 
disusun dan diajukan oleh : 
 
 
FAHRI RAMADHANA YUSUF 
B 111 11 030 
 
 
Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk 
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu 
Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin 
Pada Hari Rabu, 03 Juni 2015 
Dan Dinyatakan Diterima 
 
 
PANITIA UJIAN 
 
 
  KETUA          SEKRETARIS 
 
 
 
 
   Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S                    Hj. Nur Azisa, S.H., M.H  
   NIP. 19590317 198703 1 002        NIP. 19671010 199202 2 002 
 
 
A.n Dekan 
Pembantu Dekan Bidang Akademik, 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H 
NIP. 19610607 198601 1 003 
 
iii 
 
Persetujuan Pembimbing 
 
Diterangkan bahwa Penyusunan Skripsi Mahasiswa: 
 Nama : FahriRamadhani Yusuf 
 No.Pokok : B 111 11 030 
 Program : IlmuHukum 
 Bagian : HukumPidana 
 Judul : TinjauanYuridisTerhadapTindakPiadanaPemerkosaan 
yang DilakukanMertuaterhadapMenantunya. 
(StudiKasusPutusan No. 08/Pid.Sus/2014/PN.BR) 
 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 
 
       
       Makassar, 22 April 2015 
 
Pembimbing I                                     Pembimbing II 
 
 
Prof. Dr.Muhadar, S.H., M.S.                                  Hj. Nurazisa, S.H., M.H. 
NIP. 195903171987031002                            NIP.19671010199202 2 002 
  
iv 
 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
 
Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa : 
Nama      :  Fahri Ramadhana Yusuf 
Nomor Pokok     :  B111 11 030 
Bagian      :  Hukum Pidana 
Judul                      : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan   
Yang Dilakukan Mertua Terhadap Mantunya ( Studi 
Kasus Putusan No. 08/Pid.Sus/2014/PN.BR) 
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program 
studi 
Makassar,    Mei 2015 
       a.n Dekan Fakultas Hukum 
Wakil Dekan Bidang Akademik 
 
 
 
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.         
NIP. 19610607 198601 1 003 
  
v 
 
ABSTRAK 
FAHRI RAMADHANA YUSUF (B11111030), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Mertua Terhadap Menantunya 
(Studi Kasus Putusan No. 08/Pid.Sus/2014/PN.BR), dibimbing oleh Bapak      
Muhadar dan Ibu Nur Azisa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penerapan hukum 
pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh mertua terhadap 
anak mantunya dalam putusan perkara pidana No. 08/Pid.Sus/2014/PN.BR di 
Pengadilan Negeri Barru dan mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dalam perkara pidana putusan No. 
08/Pid.Sus/ 2014/PN.BR.di Pengadilan Negeri Barru. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barru tepatnya  di  Pengadilan 
Negeri Barru, dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait 
serta melakukan pengumpulan data berkenaan objek peniltian dengan 
menggunakan analisis kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana terhadap 
tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh mertua terhadap anak mantunya 
dalam putusan perkara pidana No. 08/Pid.Sus/2014/PN.BR di Pengadilan Negeri 
Barru, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni Pasal 46 Undang-Undang 
R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga, 
yaitu Melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam 
lingkup rumah tangga.  (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana dalam perkara pidana putusan No. 08/Pid.Sus/ 
2014/PN.BR kurang tepat, hal ini dikarenakan sanksi pidana penjara yang 
diberikan masih ringan dan jauh dari sanksi maksimal sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 46 Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik 
itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan 
kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam 
masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia.Dengan 
adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana 
perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat 
yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus 
ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Hal ini menyebabkan 
munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola lama yang 
mana akan menimbulkan permasalahan sosial. Problem sosial inilah merupakah 
salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. 
 Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks dan dapat dipahami 
dari berbagai sisi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam realitas sosial dapat 
ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu 
dengan yang lain. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam 
kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai 
kejahatan dengan kekerasan. Persoalan kejahatan merupakan masalah abadi dalam 
kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat 
peradaban umat manusia. 
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 Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama dan sesudah 
abad pertengahan telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk 
mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur 
kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realitas.Bahkan kehidupan umat 
manusia abad ke-20 ini, masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai 
fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai 
tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat 
perorangan. 
 Berkaitan dengan soal kejahatan, maka kekerasan yang merupakan 
pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri 
tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan. Semakin menggejala dan 
menyebar luar frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam 
masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan 
seriusnya kejahatan semacam ini. Kejahatan kekerasan bisa dialami oleh siapa 
saja, dimana pun dan dalam keadaan apapun. 
 Pada umumnya, remaja, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok 
yang kerap kali menjadi obyek kekerasan.Khususnya kekerasan terhadap 
perempuan, meliputi pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan 
domestik) dan mutilasi kelamin, pembunuhan, pelecehan seksual. 
 Dalam Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap 
Perempuan dari PBB tanggal 20 Desember 1993, diketahui bahwa kekerasan 
domestik dimasukkan sebagai tindak kejahatan. Ada sejumlah alasan kenapa 
kekerasan domestik harus disebut sebagai kejahatan, antara lain karena kejahatan 
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domestik ini umumnya terjadi karena masih adanya diskriminasi posisi antara 
mereka yang melakukan kekerasan dengan yang menjadi korban kekerasan. 
Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya dominan 
dibandingkan mereka yang menjadi korban. Jika ini terjadi dalam rumah tangga 
yang seharusnya para pihak dalam rumah tangga itu saling mengayomi satu sama 
lain, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu dapat digolongkan sebagai 
kejahatan. Dari fakta-fakta sosial diketahui bahwa kejahatan kekerasan dalam 
rumah tangga sering terjadi terhadap istri, anak dan pembantu.Diketahui bahwa 
perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah, di balik pintu tertutup, dengan 
kekerasan fisik, seksual dan psikologis, dilakukan oleh orang yang mempunyai 
hubungan dekat dengan korban.Nampaknya, masalah kekerasan dalam rumah 
tangga termasuk dalam lingkup pribadi.Oleh karena itu, kasus-kasus yang terjadi 
dipersepsikan sebagai masalah yang tak terjangkau oleh hukum. 
 Pola budaya yang menempatkan wanita pada status yang lebih rendah juga 
berperan terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap wanita. Kekerasan dalam 
rumah tangga atau yang dikenal dengan KDRT sering terjadi walau telah 
dikeluarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang tujuannya melindungi 
perempuan dan dapat menyeret pelakunya ke meja hijau. Tindak kekerasan 
terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak azasi 
manusia.Bentuk tindak kekerasan yang termasuk dalam ruang lingkup ini 
mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, yang dilakukan suami terhadap 
keluarganya.Sehingga suami yang mestinya berfungsi sebagai pengayom justru 
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berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya, bahkan ironisnya kejahatan 
seksual didalam rumah tangga dilakukan oleh suami atau mertua yang mestinya 
menjadi pelindung terhadap keluarganya. 
 Namun menurut Pudjijagyanti (1993:2) pada kenyataannya institusi 
keluarga  sebagai  institusi  terkecil  dalam  masyarakat,  beberapa  tahun terakhir 
ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan  
terhadap perempuan. Banyak penyebab untuk ini diantaranya menyebutkan  
bahwa laki-laki  merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan.  
Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan,  
sementara  perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi, citra fisik dan 
dalam hubungan keluarga.  
 Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang    
No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah; “setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, 
atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah  
tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau  
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. 
 Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan  
kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan  
dambaan setiap orang dan rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga  
dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang  
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pada akhirnya dapat terjadi kekerasan atau ketidakadilan terhadap orang yang  
berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. 
 Tindak kekerasan pada keluarga dalam rumah tangga merupakan masalah 
sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan 
para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: tindak kekerasan pada istri 
dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang sangat pribadi dan terjadi 
privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga, kedua: 
tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin 
dan kepala keluarga, ketiga: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga 
terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan. 
 Kekerasan terhadap perempuan dewasa ini tidak saja merupakan masalah 
individu, melainkan juga masalah nasional bahkan sudah merupakan masalah 
global.Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan 
sebagai masalah transnasional. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
pemerkosaan yang dilakukan oleh mertua terhadap anak mantunya dalam 
putusan perkara pidana No. 08/Pid.Sus/2014/PN.BR di Pengadilan Negeri 
Barru ? 
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2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana dalam perkara pidana putusan No. 
08/Pid.Sus/2014/PN.BR? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mengetahui sejauhmana penerapan hukum pidana terhadap tindak 
pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh mertua terhadap anak mantunya 
dalam putusan perkara pidana No. 08/Pid.Sus/2014/PN.BR di Pengadilan 
Negeri Barru. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana dalam perkara pidana putusan No. 
08/Pid.Sus/ 2014/PN.BR ? 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun 
praktikal. 
1. Kegunaan teoritis : 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi perkembangan hukum pidana, dapat menambah 
perbendaharaan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum  
pidana di Indonesia dan secara khusus untuk mengurangi kasus 
tindak pidana pemerkosaan. 
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan bahan informasi 
atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan 
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melakukan penelitian lanjutan tentang perlindungan hukum terhadap 
perempuan selaku korban kejahatan. 
2. Kegunaan Praktikal : 
a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi  
Hakim di Pengadilan Negeri Barru dalam menjatuhkan putusan 
terhadap perkara tindak pidana yang sama. 
b. Diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak yang 
terkait dalam penyelesaian tindak pidana melalui hukum acara 
pidana. 
c. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan 
kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya 
peristiwa serupa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana Secara Umum 
Kata “Tindak pidana” yang dipergunakan para ahli hukum pidana di  
Indonesia adalah bermacam-macam antara  lain  tindak pidana, perbuatan  pidana,  
peristiwa  pidana, perbuatan kriminal, dan tindak pidana. Dari berbagai pengertian 
tersebut ada beberapa ahli hukum pidana yang merumuskan  pengertian  yang  
bervariasi terhadap pengertian tindak pidana tersebut, 
 Wirjono Prodjodikoro (1981 : 50) menyatakan bahwa tindak pidana itu 
adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 
 Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana 
karena tindak pidana memberi suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa 
pidana.Adanya ciri tertentu, maka dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan 
mana yang termasuk tindak pidana dan mana yang tidak termasuk tindak 
pidana.Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi 
syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat pada ketentuan yang 
disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yakni : 
 
“tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-
ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada 
perbuatan itu”. 
 
Disamping syarat formil tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai 
perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut 
merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya hukum tertulis 
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atau undang-undang saja.Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-
norma yang hidup dalam masyarakat. 
Andi Hamzah (1994:87) mengemukakan bahwa : 
Andi  Zainal  Abidin  Farid mengusulkan  pemakaian  istilah “Perbuatan  
Kriminal”,karena  “perbuatan  pidana”  yang dipakai  oleh  Moeljatno  itu  
kurang  tepat,  karena  dua  kata benda  bersambungan  yaitu  “perbuatan”,  
dan  “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya.  
 
Andi Hamzah (1994:88) menjelaskan bahwa “Istilah tindak pidana  
menurut para pakar,  tidak  membedakannya dengan kata “tindak  pidana”  yang  
berasal dari bahasa latin “delictum” atau “delicta”, dalam bahasa Belanda dikenal  
dengan istilah “strafbaarfeit”, terdiri dari “straf” berarti hukum, “baar” berarti 
dapat atau boleh dan “fait” berarti peristiwa, oleh para ahli hukum pidana 
digunakan  dalam  berbagai  istilah  dengan  sudut  pandang  masing-masing.  
P.A.F.Lamintang (1997:181) menguraikan beberapa pengertian 
Straftbaarfeit dari para ahli yakni : 
a. Pompe : Suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dengan  
sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan  
pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib  
hukum dan kepentingan umum.  
b. Vos : “Suatu perbuatan manusia yang oleh undang-undang  
(selanjutnya disingkat  uu) diancam dengan hukuman.”  
c. Roeslan Saleh : Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana  
dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang dinamakan perbuatan 
pidana juga disebut dengan tindak pidana. Menurut wujud aslinya  
atau  sifatnya,  perbuatan pidana  adalah  perbuatan - perbuatan  yang  
melawan hukum, dan juga merugikan masyarakat dalam arti 
bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata  dalam  
pergaulan  masyarakat yang diangap adil dan baik.  
d. R.Tresan :“Peristiwa  pidana  adalah  suatu  rangkaian peristiwa  atau  
rangkaian  perbuatan-perbuatan  manusia yang  bertentangan  dengan  
Undang-Undang atau perbuatan - perbuatan lainnya, perbuatan  
diadakan tindakan penghukuman.” 
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2. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan  
Menurut Wirjono Prodjodikoro (1986:176) Permerkosaan sebenarnya  
berasal dari bahasa Belanda Vercrating, bahasa inggris disingkat Rape. 
Terjemahan dalam bahasa  Indonesia dari kata Vercracting adalah “perkosaan”,  
tetapi terjemahan ini meskipun hanya  mengenai nama  suatu  tindak pidana,  tidak 
Tepat karena di antara orang-orang Belanda Vercracting sudah merata berarti 
“perkosaaan untuk bersetubuh”, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata 
“perkosaan” sama sekali belum menunjukkan pada pengertian  “perkosaan  untuk  
bersetubuh” maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 285  
KUHPidana ini harus “perkosaan untuk bersetubuh.”  
Pemerkosaan  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak pelanggaran  
hak asasi  manusia  yang  sering  terjadi  sehingga  tidak ada alasan yang dapat 
membenarkannya, itu bertentangan dengan aturan-aturan  yang  berlaku  baik  
dilihat  dari  persepektif  etika  dan agama  maupun  hukum.Terkhususnya  dari  
persepektif  hukum mengingat  Negara  kita  adalah  Negara  yang  berdasarkan  
atas hukum serta dampak yang di timbulkan.  
Apalagi Kasus-kasus pemerkosaan akhir-akhir ini telah menimbulkan  
reaksi-reaksi sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasan pun terhadap yang  telah  
dijatuhkan, dimuat dalam massa media sebaimana dimuat pada  Bab II  Gambaran  
Keadaan (Leden Marpaung ; 2008; 48).  
Selain dari pada pemerkosaan dan pemidanaan terhadap pemerkosaan  
yang disorot, sering juga orang membicarakan penanggulangan akibat-akibat  
yang ditimbulkannya. Mengamati pandangan/pendapat terhadap penanggulangan  
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akibat pemerkosaan sebagai dimuat antara lain Bab II, Leden Marpaung 
(2008;48), tampaknya masih kurang tepat jika hal tersebut dibebankan kepada 
aparat  penegak hukum terutama selain dari kegiatan telah cukup padat, keahlian 
untuk menanggulangi akibat kemungkinan tidak dimiliki aparat penegak hukum 
tersebut.  
Yang paling banyak mendapat sorotan tajam dari massa media mengenai  
kejahatan terhadap kesusilaan adalah “perkosaan”. Sering anggota masyarakat 
telah menarik kesimpulan tanpa memahami dengan baik hakikat pemerkosaan  
dan mandapatkan penilaian yang negatif bahkan dituduh tidak jujur.  
Hal tersebut merupakan hal  yang wajar  karena  sering  orang menentukan 
kesimpulan tanpa memahami masalah-masalah hukum selain memahami hukum 
itu sendiri diperlukan pemahaman yang saksama terhadap kejadian/kasus. Di sisi 
lain baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, perlu menyadari bahwa  
untuk mengetahui kekurangan diri sendiri, tidak mudah.  
Seatandjo Wignojosoebroto (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan; 2001; 
40) mengemukakan bahwa :  
Pemerkosaaan adalah “suatu usaha melampiaskan nafsu oleh seseorang 
lelaki terhadap sesorang perempuan dengan sara  menurut  moral  dan  
atau  hukum  yang  berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa 
yang disingkat perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu 
perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak  
melampiaskan nafsu  seksualnnya), dan di  dalam pihak  dapatlah  dilihat  
sebagai suatu peristiwa ( ialah pelanggaran  norma-norma  dan  demikian  
juga  tata  tertib sosial)”.  
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Sedangkan R. Sugandi (Abdul  Wahid  dan  Muhammad Irfan; 2001;40), 
mengemukakan bahwa :  
Perkosaaan adalah “seorang pria yang memaksa seseorang yang  bukan  
istrinya  untuk  melakukan  persetubuhan dengannya  dengan  ancaman  
kekerasan,  yang  mana diharuskan  kemaluan  pria  telah  masuk  ke  
dalam  lubang kemaluan seorang  wanita  yang kemudian mengeluarkan 
air mani”. 
 
Menurut Wirdjono Prodjodikoro (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan; 
2001; 41), yang dimaksud dengan :  
Perkosaaan adalah seorang laki-laki, yang memaksa seorang perempuan 
yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian  
rupa tidak dapat melakukan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan 
persetubuhan itu”.   
 
Demikian pula Soesilo (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan; 2001; 41)  
merumuskan tentang perkosaan yang lebih cenderung pada aspek yuridis yang 
terfokus pada “pemaksaan bersetubuh”, yang berbunyi sebagai berikut :  
Perkosaan  adalah  seorang  lelaki  yang  memaksa  seorang wanita  yang  
bukan istrinya  untuk bersetubuh dengan dia, sedemikian  rupa,  sehingga  
akhirnya si wanita tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa mengikuti 
kehendaknya.  
 
Menurut Darma Weda (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001;43),  
yang condong pada pengertian perkosaan secara kriminilogis, menyatakan bahwa:  
Lazimnya  dipahami  bahwa  terjadinya  perkosaan  yaitu dengan  
penetrasi  secara  paksa  atau  dimasukkan  ke  dalam vagina  bukan  
penis  si  pelaku,  tetapi  jari,  kuku,  botol  atau apa saja, baik ke dalam 
vagina maupun mulut atau anus.  
 
Lamintang dan Samosir (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan; 2001;44) 
yang dimaksud dengan :  
Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau  
ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan  
hubungan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.Secara umum  
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pemerkosaan  dapat  diartikan  sebagai pemaksaan  kehendak  dari  suatu  
pihak kepada pihak  lainnya, tanpa memperdulikan hak, kepentingan  
serta  kemauan  pihak lain yang  dipaksa  untuk maksud keuntungan  atau  
kepentingan pribadi bagi pihak pemaksa.  
 
Dalam Pasal 285 KUHPidana dijelaskan tentang apa saja yang disingkat 
perkosaan, yang berbunyi sebagai berikut :  
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  
perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan  dia, dihukum,  
karena  memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua 
belas tahun.  
 
Bertitik tolak pada rumusan Pasal 285 tersebut, dapatlah disimpulkan  
bahwa pengertian delik pemerkosaan adalah delik yang dengan atau ancaman  
kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya ancaman mana  
dimaksud  agar perempuan tersebut tidak berdaya sehingga dapat disetubuhi.  
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan 
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam  Pasal  285 KUHPidana  yang  
dapat  dijadikan dasar atau syarat terhadap delik pemerkosaan yaitu sebgai berikut 
(Leden Marpaung, 2008:49) ; 
a. harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan  
b. harus ada paksaan  
c. dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya  
d. paksaan yang dilakukan dengan kekerasan  atau ancaman kekerasan itu 
dimaksudkan untuk bersetubuh dengannya.  
Salah satu unsur dalam  tindak  pidana perkosaan adalah kekerasan atau  
ancaman kekerasan, yang menurut Moch. Anwar (Abdul Wahid dan Muhammad  
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Irfan;2001;53) adalah “sarana untuk memaksa, suatu sarana  yang  mengakibatkan  
perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah”.  
Sianturi (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan; 2001;53) mengemukakan  
pengertian kekerasan yang dengan pemaksaan, adalah :  
Suatu tindakan yang menonjolkan seseorang sehingga tiada pilihan  lain  
yang  lebih  wajar  baginya,  selain  dari  mengikuti kehendak  sipemaksa.  
Dengan  perkataan  lain  mengikuti kehendak sipemaksa, siterpaksa tidak 
akan melakukan atau melalaikan sesuatu sebagai dengan kehendak 
pemaksa dan pemaksaan itu pada dasarnya dibarengi tindakan kekerasan 
atau ancaman kekerasan.  
 
 
Dengan demikian, kekerasan yang pada dasarnya diawali oleh  paksaan  
secara fisik, menunjukkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan pada tindak 
pidana perkosaan tertuju pada diri korban yang membahayakan keselamatan  
badan dan jiwanya. Dalam Pasal 89 KUHPidana mengatur bahwa : “Yang 
disamakan melakukan kekerasan  itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak 
berdaya”.  
Ketentuan PasaL 89  KUHPidana  ini  diperjelas  lagi  Soesilo, sebagai  
bentuk kekerasan, adalah : mempergunakan kekuatan jasmani, misalanya  
memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang,  dan 
sebagainya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umumnya 
memberi minum racun atau obat, sehingga orang  tidak ingat  lagi.  Tidak  berdaya 
artinya, tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat  
melakukan  perlawanan, misalnya mengikat dengan  tali  pada  kaki  dan  tangan,  
mengurung  dalam  kamar,  dan sebagainya. 
Kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan,  
dilakukan oleh pembuat agar dapat terlaksana. Misalnya, mengikat tangan dan  
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kaki, merobek pakaian korban, atau mengancam korban untuk menganiaya atau 
membunuhnya jika tidak mengikuti kehendak pembuat. Akibat yang dilarang  
dalam tindakan pidana ini adalah kesengajaan pembuat yang menyebabkan korban 
menyerahkan kehormatannya kepada pembuat dimana hal tersebut akan 
menjatuhkan harkat dan martabat korban.  
Lamintang membagi Unsur-unsur Pasal 285 KUHPidana tersebut secara 
terperinci :  
a. barangsiapa  
b. dengan kekerasan  
c. dengan ancaman akan memakai kekerasan  
d. memaksa  
e. seorang wanita  
f. mengadakan  hubungan  kelamin  di  luar  perkawinan  dengan  
g. dirinya.  
Walaupun di  dalam rumusannya, Undang-Undang  tidak mensyarakatkan  
keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan  
perbuatan  yang  dilarang  di  dalam  Pasal 285  KUHPidana,  kiranya sudah  jelas  
bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 
KUHPIdana itu harus dilakukan dengan sengaja.  
Mirip dengan tindak pidana ini adalah yang oleh 289 dengan kualifikasi  
penyerangan kesusilaan dengan perbuatan (feitelijke aanranding der  
eerbaarheid) dirimuskan sebagai : Dengan kekerasaan atau ancaman hukuman  
maksimun  Sembilan  tahun penjara.  
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Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan  
dalam Pasal 289 perbuatan cabul merupakan pengertina umum yang meliputi  
perbuatan  bersetubuh  dari  Pasal 285 sebagai pengertian khusus.  
Perbedaan lain dari kedua tindak pidana tersebut adalah bahwa ;   
(Wirjono Prodjodikoro, 1986;177) :  
a. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakuan oleh seorang laki-laki  
terhadap seorang perempuan, sedangkan perkosaan untuk cabul juga 
dilakukan oleh seorang perempuan terhadap laki-laki;  
b. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan di luar perkawinan 
sehingga seorang suami boleh saja memperkosa istri untuk bersetubuh, 
sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan di dalam  
perkawinan sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya cabul 
atau seorang suami memaksa istrinya  untuk cabul  atau seorang istri  
memaksa suami untuk cabul.  
Sebenarnya perbedaan sub b ini tidak begitu logis, justru karena  
pengertian cabul lebih  luas  dari  bersetubuh. Dengan demikian, seorang suami  
tidak boleh memaksa istrinya  misalnya untuk memegang  kemaluan  suami,  tidak  
boleh  memaksa  istrinya untuk bersetubuh.  
B.  1. Pidana dan Pemidanaan 
Sanksi pidana merupakan reaksi dari akibat  dan konsekuensi  pelanggaran  
dari suatu perbuatan melawan hukum. Sanksi pada umumnya adalah alat  
pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.Sanksi juga 
berfungsi sebagai alat penderitaan agar menimbulkan efek jera bagi si pelaku. 
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Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, 
sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan sehingga akibat-akibatnya pada 
perilaku  serta merta akan mengikutinya.  
Para pakar memberikan pandangan berbeda-beda dalam suatu definisi  
tentang sanksi. Pengertian  sanksi oleh para pakar antara lain sebagai berikut 
(Hambali, 2005:23):  
a. Hoefnagels, sanksi dalam  hukum  pidana  adalah  semua reaksi  terhadap  
pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai  dari  
penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan 
vonis oleh Hakim. 
b. Poernomo, sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana 
(strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang telah  
ditetapkan  dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat  
hukum  atas pelanggaran norma. 
c. Utrecht,  sanksi  juga  diartikan sebagai  akibat  sesuatu perbuatan  atau  
suatu  reaksi  dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi 
sosial. 
d. Arrasyid, sanksi terhadap  pelanggaran  tatanan  hukum yang  dapat  
dipaksakan  dan  dilaksanakan  serta  bersifat memaksa  yang  datangnya  
dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan 
pelanggaran terhadap tatanan lainnya. 
e. Sudikno, pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan  
keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh  
pelanggaran - pelanggaran  kaidah dalam keadaan semula. 
f. Kanter dan Sianturi, sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar  
seseorang  mentaati  norma-norma  yang berlaku. 
g. Hambali  Thalib, sanksi hukum dalam  arti  sanksi negatif yang  unsur-
unsurnya  dapat  dirumuskan sebagai  reaksi terhadap akibat atau 
konsekuensi terhadap pelanggaran atau  penyimpangan  kaidah  sosial,  
baik kaidah hukum maupun kaidah  sosial  nonhukum,  dan  merupakan 
kekuasaan  untuk  memaksakan  ditaatinya  kaidah  sosial tertentu. 
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2. Tujuan Pemidanaan 
Dalam memberikan efek jera kepada seorang pelaku kejahatan sebagai  
konsekuensi dari perbuatannya maka hukum pidana dapat dikatakan sebagai jalan  
terakhir yaitu apabila upaya hukum lain selain hukum pidana dianggap tidak 
mampu dalam memberikan atau menyelenggarakan tata tertib dalam pergaulan 
masyarakat.  
Waluyadi (2003:30) berpendapat:  
 
hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai crimum meridium, yaitu  
sebagai upaya antisipatif preventif agar manusia mengetahui akibat yang  
ditimbulkan apabila ia memperkosa atau melanggar hak-hak  orang lain 
(baik nyawa atau harta) dengan jalan memperkenalkan  hukum pidana 
sedini mungkin. 
 
Secara khusus tujuan hukum pidana adalah sebagai upaya pencegahan  
untuk tidak dilakukannya delik atau mencegah kejahatan, dengan jalan 
melindungi segenap kepentingan dari pada subyek hukum  dari pihak-pihak yang 
tidak bertanggungjawab. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian  
sanksi dengan oenderitaan, nestapa atau segala  sesuatu  yang tidak mengenakkan 
secara tegas kepada pihak-pihak yang telah terbukti melanggar hukum. 
Tujuan dasar dari adanya pidana bagi seseorang yang telah melanggar  
norma-norma hukum pidana adalah dengan pertimbangan untuk membalas si 
pelaku delik. 
Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan  
adanya  penjatuhan hukuman (sanksi). Di  antaranya teori absolut dan teori relatif 
(Leden Marpaung, 2005:4). 
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a. Teori absolut.  
Menurut teori ini, hukuman itu  dijatuhkan  sebagai  pembalasan terhadap 
para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan 
kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. 
b. Teori relatif.  
Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:  
1) Menjerakan  
Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana  
menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (speciale 
preventie) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika  melakukan  
perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami 
hukuman yang serupa (generate preventive).  
2) Memperbaiki pribadi terpidana  
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama  
menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak  
akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat  
sebagai orang yang baik  dan berguna.  
3. Delik – delik Pidana 
a. Pengertian Delik 
Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu dellictum, yang didalam 
Wetboek Van Strafbaar feit Netherland dinamakan Strafbaar feit. Dalam Bahasa 
Jerman disebut delict, dalam Bahasa Perancis disebut delit, dan dalam Bahasa 
Belanda disebut delict. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan 
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sebagai “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.” 
Utrecht memakai istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu 
meliputi suatu perbuatan (handelen atau doen) atau suatu melalaikan (verzuin atau 
nalaten) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau 
melalaikan itu), dan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu suatu 
peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukumm 
(Utrecht, 1994 : 251). 
Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2005 : 7) menggunakan istilah 
pelanggaran pidana untuk kata delik. 
Andi Zainal Abidin Farid (1978 : 114) menggunakan istilah peristiwa 
pidana dengan rumusan peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang diancam 
pidana, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu. 
Demikian pula Rusli Effendy (1989 : 54) memakai istilah peristiwa pidana 
yang menyatakan bahwa peristiwa pidana haruslah dijadikan dan diartikan sebagai 
kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lain, sebab kalau dipakai 
perkataan peristiwa saja, maka hal ini dapat mempunyai arti yang lain. 
Menurut Moeljatno (1993 : 54) memakai istilah perbuatan pidana yang 
dirumuskan yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang 
melanggar larangan tersebut. 
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Mengenai delik dalam arti strafbaarfeit, para pakar hukum pidana masing-
masing memberiikan Definisi berbeda, menurut Vos mendefinisikan delik adalah 
feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang. Van Hammel 
mendefiniskan delik sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang 
lain, sedangkan Prof. Simons mengartikan delik sebagai suatu tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang 
yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang 
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Leden Marpaung, 
2005 : 8). 
Pengertian dari delik menurut Achmad Ali (2002:251) adalah: 
Pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum 
ataupun Undang-Undang dengan tidak membedakan apakah 
pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk 
hukum pidana. 
 
b. Unsur-unsur Delik 
Berdasarkan analisa, delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu: 
a) Unsur pokok subyektif 
Asas pokok hukum pidana “Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan”  
kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan. 
b) Unsur pokok obyektif 
- Perbuatan manusia yang berupa act dan omission. Act adalah 
perbuatan aktif atau perbuatan positif. Sedangkan omission yaitu 
perbuatan tidak aktif atau perbuatan negatif. Dengan kata lain adalah 
mendiamkan atau membiarkan. 
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- Akibat perbuatan manusia Menghilangkan, merusak, 
membahayakankepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan dan lain sebagainya. 
- Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan 
keadaan setelah perbuatan melawan hukum. 
- Sifat dapat dihukum dan sifat melewan hukum. 
Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatua dalam satu delik. 
Satu unsur saja tidak ada atau tidak didukug bukti, akan 
menyebabkab tersangka / terdakwa dapat dihukum. Penyelidik, 
penuntut umum harus dengan cermat meneliti tentang adanya unsur-
unsur delik tersebut, (Leden Marpaung: 1991; 7) 
c. Macam-Macam Delik 
 Leden Marpaung (1991:31) membagi 7 (tujuh) macam delik pidana : 
1) Delik Kejahatan dan Pelanggaran Perbuatan-perbuatan pidana 
menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (misdrijven) dan 
pelanggaran (overtredingen).Pembagian tersebut didasarkan atas 
perbedaan prinsipil.Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II 
KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Undang-
undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan 
pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang 
jelas.Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 
kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan 
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yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh 
penguasa Negara. 
Ada tiga macam kejahatan yang dikenal dalam KUHP yakni: 
a. kejahatan terhadap Negara. Sebagai contohnya adalah Penyerangan 
terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terdapat pada pasal 104 
KUHP, Penganiayaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden pada 
pasal 131 KUHP, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden 
pada pasal 134 KUHP. 
b. Kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian pada pasal 362 
s/d 367 KUHP, pemerasan pada pasal 368 s/d 371 KUHP, penipuan 
pada pasal 406 s/d 412 KUHP. Menurut undang-undang pencurian 
itu dibedakan atas lima macam pencurian yaitu:(a) pencurian biasa 
pada apsal 362 KUHP, (b) pencurian dengan pemberatan pada pasal 
363 KUHP, (c) pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 KUHP, 
(d) pencurian ringan pada pasal 364 KUHP, (e) pencurian dalam 
kalangan keluarga pada pasal 367 KUHP. 
c. Kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan 
dan pembunuhan. Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat 
melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang 
menentukan demikian. Pelanggaran dibagi tiga macam yakni: 
Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang dan 
kesehatan umum. Misalnya, kenakalan yang artinya semua 
perbuatan orang bertentangan dengan ketertiban umum ditujukan 
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pada orang atau binatang atau barang yang dapat menimbulkan 
bahaya atau kerugian atau kerusuhan yang tidak dapat dikenakan 
dalam pasal khusus dalam KUHP, (R. Soesilo, 1984: 199) 
Perbedaan kejahatan dan pelanggaran: 
1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja 
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan 
(kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus 
dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghhadapi 
pelanggaran hal itu tidak usah. 
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat 
dipidana (Pasal 54). 
4. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun 
hak penjalanan pidana bagi pelanggaran pidana satu tahun, 
sedangkan kejahatan dua tahun. 13 
2) Delik Dolus dan Culpa 
Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya terdapat pada pasal 
338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas 
nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun”.15 Selain pada pasal 338 KUHP, 
terdapat pula contoh delik dolus lainnya yaitu, pasal 354 KUHPdan 
pasal 187 KUHP. 
25 
 
Delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian), Contoh delik 
culpa yaitu pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena 
kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.  
Culpa dibedakan menjadi culpa dengan kesadaran dan culpa tanpa 
kesadaran. Culpa kesadaraan terjadi ketika si pelaku telah 
membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi 
walaupun ia berusaha untuk mencegah, agar tepat timbul masalah. 
Sedangkan culpa tanpa kesadaran terjadi ketika si pelaku tidak 
menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan 
hukumanoleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan 
akan timbulnya akibat. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-
orang yang mampu bertanggung jawab selalu dianggap dilakukan 
dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah 
bentuk-bentuk kesalahan. Tidak adanya salah satu dari keduanya 
tersebut berarti tidak ada kesalahan. 
3) Delik Commissionis dan Delik Ommisionis 
Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang 
dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), 
menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).Delik commisionis pada 
umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan 
segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana. Delik 
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Ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, 
tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.Contoh delik ommisionis 
terdapat dalam BAB V pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap 
ketertiban umum. 
4) Delik Formil dan Delik Materiil 
Delik Formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan 
kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Delik Materiil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan 
akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, 
seperti pasal 35 KUHP tentang penganiayaan.23 Kadang-kadang suatu 
delik diragukan sebagai delik formil ataukah materiil, seperti tersebut 
dalam pasal 279 KUHP tentang larangan bigami. 
5) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi 
Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang 
disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang 
disertai unsur yang meringankan. 24 Contohnya pasal 341 lebih ringan 
daripada pasal 342, pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, 
pasal 308 lebih ringan daripada pasal 305 dan 306. 
Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua 
unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang 
memberatkan.Misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan 
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yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana.27 Dalam 
pasal 365 terhadap pasal 362, pasal 374 terhadap pasal 372. 
6) Delik Murni dan Delik Aduan 
Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, Negara 
akan segara bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan 
pasal 180 KUHAP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, 
menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak 
melaporkan. 
Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan 
pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama 
murni dan yang kedua relatif. 
7) Delik Selesai dan Delik Berlanjut 
Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat 
atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti 
kejahatan tentang pengahasutan, pembunuhan, pembakaran ataupun 
pasal 330 KUHP yang berbunyi: 
a. Barang siapa dengan sengaja menarik orang yang belum cukup 
umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan 
atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk 
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
b. Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau 
ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur 12 
tahun, dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama sembilan 
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tahun.Berdasarkan bunyi ayat (2) pasal ini, maka unsur kekerasan 
atau ancaman kekerasan merupakan hal yang memperberat pidana. 
Jadi, delik aslinya yang tercantum di ayat satu tidak perlu ada 
unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. (Andi Hamzah, 2009: 
27). 
Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau 
membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada 
mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Contohnya, terdapat 
dalam pasal 221 tentang menyembunyikan orang jahat, pasal 333 
tentang meneruskan kemerdekaan orang, pasal 250 tentang 
mempunyai persediaan bahan untuk memalsukan mata uang. 
4. Jenis-Jenis Pidana  
Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum  Pidana) sesuai Pasal 10, 
sanksi pidana terdiri dari:  
a. Pidana pokok, antara lain:  
1) Pidana mati 
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati  
termasuk urutan pertama jenis dari pidana pokok yang dalam  
prakteknya undang-undang masih memberikan alternatif dengan  
hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun 
(lihat Pasal 340 KUHP).  
Menurut Waluyadi (2003:179) di dalam Pasal 2 sampai Pasal 16 
Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, secara garis besar memuat tata  
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cara tentang pelaksanaan hukuman mati. Di antara ketentuan yang 
terpenting adalah : 
a) Dalam waktu tiga puluh hari, sebelum pelaksanaan hukuman  mati, 
wajib diberitahukan kepada terdakwa tentang pelaksanaannya  
hukuman mati tersebut, oleh pihak yang diberi  kewenangan  untuk  itu  
(Jaksa  Tinggi atau Jaksa).  
b) Bagi terdakwa yang kebetulan wanita, dalam keadaan hamil, maka  
pelaksanaan hukuman mati harus ditunda sampai lahirnya bayi yang 
dikandungnya.  
c) Tempat dilaksanakannya hukuman mati ditentukan oleh Menteri  
KeHakiman, yang biasanya akan  ditentukan menurut wilayah  hukum  
Pengadilan Negeri dimana terdakwa tersebut dijatuhi pidana mati oleh 
Hakim.  
d) Pelaksanaan hukuman mati, dilaksanakan oleh regu tembak yang 
dipimpin oleh Polisi yang perwira.  
e) Kepala Polisi di wilayah hukum yang bersangkutan bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan hukuman mati, setelah mendengar nasihat Jaksa 
Tinggi atau Jaksa.  
f) Pelaksanaan hukuman mati tidak diperbolehkan di depan umum.  
g) Setelah selesai pelaksanaan  hukuman  mati  (ditembak) maka jenazah 
diserahkan kepada keluarganya. 
h) Sebelum pelaksanaan hukuman mati (sebelum ditembak) dalam waktu  
tiga hari (tiga kali dua puluh empat jam) pihak yang berwenang  (Jaksa  
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Tinggi atau Jaksa) harus memberitahukan kepada terdakwa untuk  
menyampaikan kata-kata atau pesan terakhir kepada seseorang yang 
dianggap penting dan perlu oleh terdakwa.  
i) Setelah pelaksanaan hukuman  mati, maka Jaksa atau Jaksa Tinggi 
tersebut harus membuat berita acara tentang pelaksanaan hukuman  
mati tersebut yang kemudian diserahkan kepada Pengadilan Negeri 
yang bersangkutan yang  kemudian  harus  dicantumkan  dalam  surat 
keputusan.  
j) Kepala Polisi di daerah yang bersangkutan atau yang ditunjuk  
(perwira polisi) harus menghadiri pelaksanaan hukuman mati,  
sementara bagi penasihat hukumnya dapat  menghadiri pelaksanaan  
hukuman mati tersebut apabila ia menghendaki atau atas permintaan 
terpidana.  
Berdasarkan Pasal 67, Pasal 244, dan Pasal  263 KUHAP, terhadap 
putusan (hukuman) mati dapat dimintakan banding, kasasi maupun 
peninjauan kembali. Di samping upaya hukum tersebut berdasarkan  
Undang-Undang No.3 Tahun 1950 tentang grasi, terhadap pidana mati 
diperbolehkan mengajukan grasi kepada Presiden.  
2) Pidana penjara  
Pada prinsipnya  hukuman  penjara  ini,  baik  untuk seumur  hidup  
maupun penjara untuk sementara waktu, merupakan alternatif dari pidana 
mati. Lamintang (1988:69) mendefinisikan bahwa yang dimaksud  
dengan  hukuman penjara adalah :  
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suatu pidana  berupa  pembatasan  kebebasan bergerak  dari  seorang  
terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebutdidalam  
sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu  
untuk mentaati semua peraturan tata  tertib yang  berlaku  di  dalam  
Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan  dengan sesuatu tindakan  
tata  tertib bagi  mereka  yang  telah  melanggar  peraturan tersebut.  
 
Perihal mengenai hukuman penjara telah diatur dalam Pasal 12 KUHP, 
yang mengatur:  
1. Pidana penjara seumur hidup atau sementara  
1) Lamanya pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu  
hah  dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. 
2) Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua  
puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan dengan pidana yang 
menurut pilihan Hakim sendiri boleh dipidana dengan pidana  mati,  
atau pidana penjara seumur hidup dan penjara sementara dan  
dalam hal masa lima belas tahun itu dilampaui, sebab pidana  
ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang 
melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52. 
3) Lamanya pidana itu sekali-kali  tidak  boleh  lebih  dari dua puluh 
tahun.  
Jika berpedoman pada Pasal 12 KUHP tersebut, maka  
seseorang dapat dipidana sehubungan dengan kejahatan yang telah  
dilakukannya berkisar antara satu hari sampai dengan dua puluh 
tahun.Satu hari menurut  hukum adalah  serentetan  waktu  selama  24  
(dua  puluh  empat)  jam dan satu bulan berarti 30 (tiga puluh) hari 
(Pasal 97 KUHP).  
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3) Pidana kurungan  
Perihal  mengenai hukuman kurungan ini telah  diatur dalam Pasal 18 
KUHP, yang mengatur:  
a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan selama-
lamanya satu tahun.  
b. Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat  bulan  
dalam hal hukuman melebihi satu tahun, sebab ditambah karena ada 
gabungan kejahatan, karena berulang melakukan kejahatan  atau  
karena  ketentuan Pasal 52.  
c. Pidana  kurungan tidak boleh lebih lama dari  satu  tahun empat bulan.  
Hukuman kurungan ialah hukuman yang dijatuhkan di dalam  
penjara, sama halnya dengan hukuman penjara. Namun terdapat  
beberapa perbedaan yang membedakannya dengan hukuman penjara, 
antara lain :  
1) Hukuman penjara dapat dijalankan di dalam penjara mana saja,  
sedangkan hukuman kurungan dijalankan di daerah di mana  
terhukum bertempat tinggal waktu hukuman itu dijatuhkan.  
2) Orang  yang dipidana  hukuman  kurungan,  pekerjaannya lebih  
ringan  daripada  orang  yang  dipidana  hukuman penjara.  
3) Orang yang dipidana dengan pidana kurungan dapat memperbaiki    
nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan  
ditetapkan dalam perundang-undangan (Pasai 23 KUHP).  
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4) Masa waktu terpendek secara umum  bagi  hukuman kurungan  adalah  
satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dan dapat ditambah  menjadi  
satu tahun empat bulan dalam hal gabungan delik, berulangkali 
melakukan delik, dan bilamana waktu melakukan delik tersebut 
menyertakan bendera Republik Indonesia,maka ditambah sepertiganya 
(Pasal 52 KUHP).  
4) Pidana Denda  
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa  
hukuman denda yang merupakan urutan keempat dari pidana pokok,  tidak  
selalu berdiri sendiri. Akan tetapi merupakan alternatif dari pidana  
penjara, pidana kurungan dan juga pelanggaran lalu lintas (untuk 
pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 
1992). 
Waluyadi (2003:202) mengatakan, menurut KUHP maupun di  
dalam undang-undang yang  lainnya, dapat disimpulkan  bahwa  hukuman  
denda  mengalami  posisi sebagai berikut:  
a) Hukuman  denda  itu  merupakan  hukuman  utama dengan  tidak  
memberikan  jenis  pidana  lain  untuk mengganti pidana denda.  
b) Hukuman denda merupakan hukuman alternatif, sementara pidana  
utamanya adalah pidana kurungan.  
c) Pidana denda juga merupakan jenis pidana alternatif dari pidana 
penjara. 
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d) Hukuman denda itu merupakan pidana utama, sementara pidana 
kurungan sebagai alternatif.  
e) Denda  itu  dijatuhkan berbarengan  dengan  pidana penjara.  
f) Pidana denda yang dijatuhkan bersama dengan pidana kurungan,  
sesuai daiam Pasal 406, Pasal 489, Pasal 529, dan Pasal 532 
KUHP.  
g) Mengenai penjatuhan hukuman denda yang terpisah dan atau  
disatukan dengan jenis hukuman yang lainnya dapat  dilihat  dalam 
Undang-Undang No.1 Tahun 1971 tentang Delik Korupsi,  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No,31 Tahun 
1999.  
 b. Pidana tambahan, antara lain : 
1) Pencabutan beberapa hak tertentu  
Hal-hal yang menyangkut pidana tambahan berupa pencabutan  
beberapa hak tertentu, di dalam KUHP telah diatur dalam Pasal 35, Pasal  
36, Pasal 37, dan Pasal 38 KUHP. Pencabutan tentang beberapa hak  
tertentu yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP penjatuhannya oleh  Hakim 
tidak dapat dijatuhkan secara terpisah (tidak  dapat dipisahkan) dengan  
penjatuhan pidana pokok. Artinya, apabiia Hakim hendak menjatuhkan  
pidana berupa pencabutan beberapa hak tertentu, seorang Hakim harus 
menyertakan di dalamnya pencabutan beberapa hak tertentu bersama 
dengan pidana pokok.  
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Dari penjelasan di atas terlihat secara garis besar bahwa apapun 
jenis kejahatannya maupun pelanggarannya, Hakim dapat sekaligus  
menyertakan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak  tertentu.  
Hal ini sesuai dengan pendapat dari Waluyadi (2003:213), dengan 
mengatakan :  
Undang-undang ternyata tidak menjelaskan secara limitatif tentang  
kriteria yang dapat dipedomani oleh Hakim sehingga ia  
menyertakan pidana tambahan  berupa pencabutan  beberapa  hak  
tertentu.Dalam arti, apakah seluruh kejahatan dan pelanggaran yang 
terdapat di dalam KUHP dapat dikenakan pidana tambahan  tersebut,  
di samping pidana pokoknya. 
 
2) Perampasan beberapa barang tertentu 
Secara sederhana dapat diketahui bahwa perampasan barang  
adalah pengalihan kekuasaan atas barang untuk kepentingan hukum.  
Istilah lain dari kata perampasan barang ini dapat kita temukan di dalam 
KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dikenal 
dengan penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil  
alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya  benda  bergerak  atau  
tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 
pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan, dan peradilan  (Pasal  1  ke-
16 KUHAP).  
Mengacu pada KUHP dan KUHAP akan memberikan penafsiran  
yang berbeda dalam memberikan dua jenis fungsi dan maksud dari  
penyitaan itu. Menurut KUHAP, penyitaan akan dilaksanakan oleh  
penyidik (penyidik Polri dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil yang  
diberi kewenangan untuk itu) guna kepentingan proses peradilan 
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(penyidikan, penuntutan, peradilan: sidang pengadilan), atau dengan  kata  
lain bahwa maksud dari penyitaan dalam KUHAP adalah untuk 
kepentingan pembuktian. 
Berbeda dengan KUHAP, penyitaan  menurut  KUHP adalah  demi  
untuk kepentingan Negara yang dinyatakan dengan keputusan Hakim  
sebagai hukuman tambahan di samping hukuman pokok. Ini sesuai  
dengan yang tertuang dalam Pasal 39 KUHP, yang mengatur :  
a. Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan  atau 
yang dengan sengaja telah dipakainya untuk mengerjakan 
kejahatan, boleh dirampas. 
b. Jika seseorang dipidana karena  melakukan kejahatan tiada  dengan  
sengaja atau karena melakukan pelanggaran, boleh juga  dijatuhkan  
pidana rampasan itu dalam hal yang ditentukan dalam undang-
undang.  
c. Pidana  rampasan  itu  boleh  juga  dijatuhkan  atas  orang yang  
bersalah  yang  diserahkan  kepada  pemerintah, tetapi hanyalah 
tentang barang yang sudah disita. Pasal 39 KUHP tersebut 
merupakan asas umum dari penyitaan,  yang menerangkan  bahwa  
pada  dasarnya barang-barang yang dapat  disita  dan  penyitaannya 
harus  berbarengan dengan dijatuhi hukuman pokok meliputi: 
a. Benda yang diperoleh dari kejahatan;  
b. Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan;  
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c. Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan karena tidak  
sengaja dan atau karena melakukan pelanggaran melalui 
undang-undang.  
d. Pengumuman putusan Hakim 
3)  Pengumuman Putusan Hakim.  
Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua putusan pengadilan  
sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila  diucapkan disidang terbuka 
untuk umum. Ketentuan ini, dalam hukum acara pidana sering disebut 
sebagai asas-asas umum pemeriksaan sidang pengadilan. Di samping  
ketentuan Pasal 195 KUHAP yang menegaskan agar semua putusan  
diucapkan dalam situasi sidang yang  terbuka  jntuk  umum,  maka  dalam  
permulaan sidang pun disyaratkan hendaknya dilaksanakan dengan 
terbuka untuk umum serta menggunakan bahasa Indonesia yang dapat  
dimengerti oleh terdakwa atau saksi, sebagaimana yang ditegaskan dalam  
Pasal 153 KUHAP yang menentukan bahwa :  
a) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang.   
b) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan disidang pengadilan 
yang dilakukan secara lisan dan dalam bahasa Indonesia yang  
dimengerti oleh terdakwa dan saksi. la wajib menjaga supaya tidak  
dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan  
terdakwa  atau saksi memberikan jawaban yang tidak bebas.  
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c) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim ketua sidang dapat menyatakan  
terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau 
terdakwa anak-anak.  
d) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat  2  dan  ayat  3 menyebabkan 
batalnya putusan demi hukum.  
e) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum  
mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri 
sidang.  
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 
 
Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT)  adalah kekerasan  yang  
dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh  istri. Menurut  
(Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004) tentang Penghapusan Kekerasan dalam  
Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap  seseorang  
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan  kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban  
KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun  ada  
juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam 
rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang  yang  mempunyai  
hubungan  darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, 
dan anak bahkan pembatu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya  kasus  
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KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, 
agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh  
negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap  korban serta 
menindak pelakunya.  
Dalam masyarakat Selama ini, ada ungkapan "Bila  di  luar  rumah banyak  
penjahat yang senantiasa mengancam kenyamanan dan keamananan kita, malah di 
rumah jauh lebih tidak aman". Artinya, rumah dengan tindak kekerasan di  
dalamnya sangatlah mungkin terjadi apalagi kekerasan yang ada di dalamnya  
sulit dideteksi penegak hukum, selain terlindung oleh pernikahan sebagai  
lembaga pengikat yang memberntuk sebuah keluarga, KDRT juga masih tertutup 
dan selalu dianggap sebagai masalah domestik.  
2. Bentuk-Bentuk KDRT  
1) Kekerasan Fisik   
- Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang,  
memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau 
pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat megakibatkan :  
1) Cedera berat    
2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari 
3) Pingsan  
4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan 
atau yang menimbulkan bahaya mati  
5) Kehilangan salah satu panca indera. 
6) Mendapat cacat. 
40 
 
7) Menderita sakit lumpuh. 
8) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih 
9) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan  
10) Kematian korban  
- Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, dan perbuatan 
lainn yang mengakibatkan :  
1) Cedera ringan 
2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat 
3) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan dapat 
dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.      
2) Kekerasan Psikis  
- Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi,  
eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk  
pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan  yang  
merendahkan atau  menghina; penguntitan;  kekerasan dan  atau  ancaman  
kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa  
mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa  
hal berikut: 
1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau 
disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau 
menahun. 
2) Gangguan stres pasca trauma.  
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3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa 
indikasi medis) 
4) Depresi berat atau destruksi diri  
5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti 
skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya 
6) Bunuh diri    
Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, 
eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk  
pelarangan, pemaksaan, dan  isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang  
merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual  
dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan  
psikis  ringan,  berupa  salah  satu  atau beberapa  hal dibawah ini  :  
1) Ketakutan dan perasaan terteror 
2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk  bertindak  
3) Gangguan tidur atau gangguan  makan  atau  disfungsi  seksual 
4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan 
pencernaan tanpa indikasi medis 
5) Fobia atau depresi temporer  
3) Kekerasan Seksual  
- Kekerasan seksual berat, berupa : 
1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh 
organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain  
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yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa 
dikendalikan.  
2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat 
korban tidak menghendaki.  
1. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, 
merendahkan dan atau menyakitkan. 
2. Pemaksaan  hubungan  seksual  dengan  orang  lain  untuk  tujuan 
pelacuran dan atau tujuan tertentu  
3. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi 
ketergantungan korban yang seharusnya  dilingdungi.  
4. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau 
tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.  
- Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal, seperti 
komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau 
secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun  
perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak  dikehendaki  
korban  bersifat  melecehkan  dan  atau  menghina korban.   
4) Penelantaran Rumah Tangga  
1. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal 
menurut hukum yang  berlaku baginya atau karena persetujuan  atau 
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau  
pemeliharaan kepada orang tersebut. 
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2. Perbuatan penelantaran yang dilakukannya tersebut mengakibatkan  
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang  
untuk bekerja yang layak di  dalam atau di luar sehingga korban berada 
di bawah kendali orang tersebut. 
Terdapat tiga fase dalam lingkaran kekerasan dalam rumah tangga 
yaitu : 
1) Fase tegang atau ketegangan yang  meningkat,  pelaku  kekerasan 
mulai membuat insiden kecil atau kekerasan lisan, seperti:  
memaki, mengancam, dan kekerasan fisik  kecil-kecilan. Karena  
sering muncul ketegangan, istri mencoba menenangkan atau  
menyebarkan pasangannya dengan cara apapun yang  menurutnya  
akan  membawa hasil. Jika istri tidak berhasil, maka di dalam diri 
istri akan timbul perasaan tidak banyak yang dapat ia lakukan  
karena sekuat apapun ia berusaha, kekerasan masih saja terus 
terjadi.  
2) Selanjutnya suami atau pelaku cenderung melakukan 
penganiayaan kecil kepada istrinya sewaktu tidak ada  orang  lain.  
Hal  itu tentunya membuat perasaan takut pada diri sang istri dan 
pada umumnya istri akan menarik diri. Bertolak dari hal tersebut, 
sangat mungkin ketegangan antara pelaku dan korban mulai 
bertambah.  
3) Fase akut atau penganiayaan akut Yaitu  tahap  penganiayaan  di  
mana ketegangan yang  telah  meningkat dapat  meledak  menjadi  
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tindak penganiayaan. Suami/pelaku kehilangan kendali atas  
perbuatannya. Suami/pelaku dalam konteks ini bermaksud 
memberi pelajaran kepada istrinya. Bentuk penganiayaan 
bervariasi mulai dari tamparan, pukulan, tendangan, dorongan, 
cekikan, dan bahkan sering kali penyerangan dengan  
menggunakan senjata tajam. Penganiayaan akan berhenti bila istri 
memutuskan pergi dari rumah, masuk rumah sakit, atau pelaku 
menyadari kesalahannya.  
4) Keadaan tenang atau fase bulan madu Yaitu  tahap  permintaan  
maaf dan kembali menjadi mesra, sering pula disebut sebagai  
tahap bulan  madu semu. Setelah terjadinya penganiayaan pada 
istri, kadang-kadang pelaku menyadari dan menyesali 
tindakannya yang telah  melewati  batas. Umumnya pelaku akan  
minta maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan  terhadap  
istri.  
Permintaan maaf suami istri tersebut sering membuat istri  
memutuskan memaafkan perbuatan suami dan menganggap hal tersebut  
tidak akan terulang kembali. Setelah itu mereka mulai membentuk  
kehidupan baru kembali dan melupakan kejadian sebelumnya. Jika tidak  
muncul kesadaran utuh dari pelaku,  maka  tahap  ini  tidak  akan  bertahan  
lama, sampai akhirnya muncul kembali ketegangan, yaitu yang akan  
berlanjut lagi dari tahap pertama.  
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Sebelum disahkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara khusus 
mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
sehubungan dengan judul ini yang membahas masalah kekerasan fisik,  
maka secara umum kekerasan fisik yang lazim disebut dengan 
penganiayaan telah diatur secara rinci dalam pasal 351 KUHP yaitu:  
1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-selamanya 
dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.  
2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara 
selama-lamanya lima tahun.  
3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara 
selama-lamanya tujuh tahun.  
3. Upaya Pemenuhan Hak-hak Korban KDRT  
(P. A. F. Lamintang, 1997) Harus diakui kehadiran UU PKDRT membuka 
jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan upaya  perlindungan hak-hak korban. 
Dimana, awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang  tidak seorang pun 
diluar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Lebih  kurang empat tahun 
sejak pengesahannya pada tahun 2004, dalam perjalannnya UU ini masih ada 
beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasanm. 
PP No. 4 tahun 2006 tentang  Pemulihan  merupakan peraturan pelaksana dari UU 
ini, yang diharapkan mempermudah proses implementasi UU sebagaimana yang 
tertera dalam mandat UU ini.  
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Selain itu, walapun UU ini dimaksudkan memberikan efek jera bagi 
pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal 
dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukuman  alternatif 
kurungan atau denda dirasa terlalu ringan  bila dibandingkan  dengan  dampak 
yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila  menggunakan ketentuan 
hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Apalagi jika korban mengalami 
cacat fisik, psikis, atau bahkan korban  meninggal. Sebagai UU yang 
memfokuskan pada proses penanganan hukum  pidana dan penghukuman dari  
korban, untuk  itu, perlu upaya strategis diluar diri korban guna mendukung dan 
memberikan perlindungan bagi korban  dalam  rangka  mengungkapkan  kasus  
KDRT yang menimpanya. 
Banyak hal yang telah terjadi didalam lapisan masyarakat suatu kekerasan 
dalam rumah tangga dan perempuan, maka dari itu gerakan Perempuan Indonesia 
secara bergandengan tangan dengan berbagai pihak,  melakukan berbagai upaya 
untuk dapat diterbitkannya Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. Kenyataan menunjukan pula  bahwa sistem hukum di Indonesia 
belum menjamin perlindungan terhadap  korban kekerasan dalam rumah tangga. 
Lagipula, masih sangat kuatnya  budaya patriarki di kalangan legislatif, di 
kalangan penegak hukum, dan di  kalangan masyarakat sendiri, menyebabkan 
bahwa perjuangan berlangsung  sangat sukar dan lambat.  
Pada tanggal 22 September 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun  2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diundangkan  di Jakarta. 
Oleh sebab itu Bila selama ini pelaku sulit di jerat dengan KUHP, maka saat ini 
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bisa diadukan dengan UU KDRT ini. Latar belakang adanya undang-undang ini 
juga sebagai bentuk akomodatif dari kelemahan KUHP dalam menjerat tindak 
'kriminal' dalam rumah tangga, karena KUHP tidak menampung jenis kekerasan 
dalam rumah tangga dalam pasal-pasalnya. Dengan adanya UU KDRT  ini, 
masyarakat wajib berpartisipasi, bila melihat  KDRT  harus melapor, bila tidak 
masyarakat sendiri bisa dituntut sebagai  pihak yang turut serta. KDRT tidak 
hanya berlaku  untuk  suami-istri,  namun  seluruh anggota keluarga, saudara yang 
tinggal satu rumah, termasuk pembantu, dan lain sebagainya. Bila masyarakat 
masih kurang memahami  tentang hak dan kewajibannya, dalam implementasinya 
peran lembaga  penegak hukum, Masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, 
lembaga-lembaga pemerintah maupun nonpemerintah yang konsen terhadap 
pencegahan  tindak kekerasan dalam rumah tangga berkewajiban 
menyosialisasikannya. 
4. Faktor-faktor  Penyebab  Terjadinya  Kejahatan  Kekerasan  Dalam 
Rumah  Tangga 
Dalam ilmu kriminologis terdapat beberapa teori yang dapat 
mengakibatkan terjadinya delik Kekersan Dalm Rumah Tangga, yaitu :  
1. Teori Kriminologi Psikologi (Topo Santoso Dan Eva Achjani 
Zulfa:36), bahwa para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu 
variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan 
emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan 
hubungan dengan ibu dan perkembangan moral yang lemah. Mereka  
mengkaji bagaiman agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong 
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kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaiman hubungan kejahatan 
berhubungan dengan faktor-faktor  kepribadian, serta asosiasi antara 
beberapa kerusakan mental dan kejahatan.  
2. Teori Kontrol Sosial (Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani  Zulfa  2001:  
87), memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang 
mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuain 
atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.  
3. Teori Labelling (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2001:98), 
memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat 
(evil) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi 
mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus 
jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat 
secara luas.  
4. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga secara umum (Ika Dwi Putri 2009 : 33), yaitu :   
a. Faktor Individu 
Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku 
kejahatan adalah:  
a) Sering mabuk karena minuman beralkohol 
b) Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit 
c) Pelaku tidak bisa mengontrol kemarahannya 
d) Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata 
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e) Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan  
dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga  
b. Faktor Keluarga  
a) Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan  
menghargai, serta tidak menghartgai peran wanita 
b) Kurang adanya keakraban dan  hubungan  jaringan  sosial  pada 
keluarga  
c) Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas  
c. Faktor Masyarakat  
  a)  Kemiskinan  
  b) Urbanisasi yang terjadi disertai adanya  kesenjangan  pendapatan 
antara penduduk  
  c) lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang 
tinggi 
d. Faktor-faktor lain  
a) Budaya Patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki  dianggap 
paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan 
sekitar 
b) Himpitan ekonomi keluarga, 
c) Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress, 
d) Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong 
tingginya temperamental orang.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi di Kota Barru,  
tepatnya pada Kantor Pengadilan Negeri Barru. Adapun  alasan penulis memilih 
lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan judul dan permasalahan yang  akan 
diteliti dan mengharuskan penulis melakukan penelitian pada lokasi  yang dipilih 
tersebut. Di samping itu pada lokasi  tersebut dianggap  cukup  tersedia  data  dan  
sumber data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan  
penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian 
melalui wawancara.  
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan  
studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian),  
peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari  
berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka  
penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :  
1.  Penelitian kepustakaan  
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang  
relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil  
penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal  
ilmiah,  dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan  penelitian  
ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil 
pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di 
lapangan.  
2.  Penelitian Lapangan  
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan dua 
cara, yaitu:  
a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan  
pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer 
maupun data sekunder.  
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang  
dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah 
Hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis. 
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D. Teknik Analisis Data  
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik 
data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif 
maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif,  dimana  
proses  pengolahan  datanya  yakni  setelah  data tersebut  telah  terkumpul  dan  
dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara  
deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum  
kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis  inilah 
kemudian ditarik suatu kesimpulan.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan 
yang dilakukan oleh Mertua Terhadap Anak Mantunya dalam 
Putusan Perkara Pidana No. 08/Pid.Sus/2014/PN.BR di Pengadilan 
Negeri Barru 
 
1.  Posisi Kasus.  
 
Terdakwa Ali Alias AMBO ALI Bin LA KALLANG  pada  hari  Sabtu 
tanggal  30 Nopember 2013 sekitar pukul  10.00  Wita atau setidak-tidaknya pada 
suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2013,  bertempat di dalam sebuah rumah 
di Kampuang Meraung Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru  atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Barru, melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap 
orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yaitu Rasmi Binti Munta yang 
dilakukan dengan cara sebagai berikut;  
- Kejadian ini berawal terdakwa dengan alasan akan mengobati saksi   
RASMI Binti MUNTA sehingga terdakwa menyuruh saksi RASMI Binti 
MUNTA untuk pergi ke rumah orang tua terdakwa yang berada disekitar 
Kampung Cenne bersama dengan adik iparnya  yaitu saksi SURIANI Binti 
ALI berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor ke rumah 
orang tua terdakwa, setelah sampai terdakwa kemudian membawa saksi 
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RASMI Binti MUNTA dan saksi SURIANI Binti ALI menuju rumah 
kebun miliknya dengan berjalan kaki, setelah sampai dirumah kebun, 
terdakwa menyuruh saksi RASMI Binti MUNTA untuk masuk kedalam 
rumah kebun tersebut, sedangkan saksi SURIANI Binti ALI  disuruh oleh 
terdakwa pergi menjauhi rumah kebun agar perbuatan terdakwa tidak 
terlihat oleh saksi SURIANI Binti ALI. Saksi RASMI Binti MUNTA 
masuk kedalam rumah kebun dan terdakwa juga ikut masuk kedalam 
rumah dan langsung mengunci pintu rumah kebun dari dalam, kemudian 
terdakwa menyuruh saksi RASMI Binti MUNTA untuk membuka bajunya 
namun saksi RASMI Binti MUNTA menolaknya sehingga terdakwa 
membujuk saksi RASMI Binti MUNTA dengan alasan terdakwa akan 
mengobatinya sehingga saksi RASMI Binti MUNTA akhirnya membuka 
bajunya, pada saat saksi RASMI Binti MUNTA membuka setengah 
bajunya terdakwa secara tiba-tiba menarik baju saksi RASMI Binti 
MUNTA keatas lalu membukanya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi 
RASMI Binti MUNTA untuk membuka celananya namun saksi RASMI 
Binti MUNTA kembali menolak, namun terdakwa mengatakan “harus 
dibuka celananya karena mau diobati”, sehingga saksi RASMI Binti 
MUNTA bersedia membuka celananya, dan pada saat RASMI Binti 
MUNTA membuka celananya setengah, terdakwa secara tiba-tiba 
langsung menarik celana saksi RASMI Binti MUNTA kebawah lalu 
membukanya dan terdakwa menyerahkan selembar sarung kepada saksi 
RASMI Binti MUNTA dan menyuruh saksi RASMI Binti MUNTA untuk 
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memakai sarung kemudian menyuruh saksi RASMI Binti MUNTA  untuk 
berbaring dan mengoleskan air ke seluruh tubuh saksi RASMI Binti 
MUNTA setelah selesai mengoleskan air keseluruh tubuh saksi, terdakwa 
menyuruh saksi RASMI Binti MUNTA untuk membuka celana dalamnya 
dan mengajak saksi RASMI Binti MUNTA untuk bersetubuh  namun saksi 
RASMI Binti MUNTA menolak dan segera bangun dengan posisi duduk, 
dan karena saksi RASMI Binti MUNTA menolak untuk melakukan 
persetubuhan dengan terdakwa sehingga terdakwa mengatakan kepada 
saksi RASMI Binti MUNTA apabila kamu menolak untuk diajak 
bersetubuh maka kembalikan uang naik anak saya, namun saksi RASMI 
Binti MUNTA tetap menolak dengan mengatakan kepada terdakwa saya 
mau berhubungan suami isteri tetapi sama suami saksi saja, secara tiba-
tiba langsung memeluk saksi RASMI Binti MUNTA dari depan dengan 
sangat keras kemudian terdakwa menutup mulut saksi RASMI Binti 
MUNTA dengan telapak tangannya agar saksi RASMI Binti MUNTA 
tidak dapat berteriak, terdakwa selanjutnya membaringkan saksi RASMI 
Binti MUNTA kepapan sambil menarik sarung yang dipakai oleh saksi 
RASMI Binti MUNTA keatas menutupi muka dan mata saksi RASMI 
Binti MUNTA kemudian terdakwa membuka celana dalam yang dipakai 
oleh saksi dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi 
RASMI Binti MUNTA kemudian mendorong-dorongnya dengan cara 
keluar masuk hingga beberapa menit sampai terdakwa merasakan enak dan 
pada saat alat kelamin terdakwa hendak mengeluarkan sperma terdakwa 
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menarik alat kelaminnya keluar, setelah itu terdakwa mengenakan 
celananya kemudian membuka pintu rumah kebun lalu meninggalkan 
saksi RASMI Binti MUNTA didalam rumah kebun. 
2.  Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.  
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kekerasan 
seksual yang dilakukan oleh terdakwa ALI Alias AMBO ALI Bin LA KALLANG 
pada pokoknya sebagai berikut: 
Kesatu : 
Terdakwa ALI Alias AMBO ALI Bin LA KALLANG pada hari  Sabtu 
tanggal 30 Nopember 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di dalam 
sebuah rumah di Kampuang Meraung Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru  
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, melakukan perbuatan kekerasan 
seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah 
tangga yaitu RASMI Binti MUNTA yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut;  
- Bahwa terdakwa dengan alasan akan mengobati saksi RASMI Binti 
MUNTA sehingga terdakwa menyuruh saksi RASMI Binti MUNTA untuk 
pergi ke rumah orang tua terdakwa yang berada disekitar Kampung Cenne, 
sehingga saksi RASMI Binti MUNTA bersama dengan adik iparnya  yaitu 
saksi SURIANI Binti ALI berangkat bersama-sama dengan mengendarai 
sepeda motor ke rumah orang tua terdakwa tersebut; 
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- Bahwa setelah sampai dirumah orang tua terdakwa, terdakwa kemudian 
membawa saksi RASMI Binti MUNTA dan saksi SURIANI Binti ALI 
menuju rumah kebun miliknya dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah 
terdakwa bersama dengan saksi RASMI Binti MUNTA dan saksi 
SURIANI Binti ALI sampai dirumah kebun tersebut, terdakwa menyuruh 
saksi RASMI Binti MUNTA untuk masuk kedalam rumah kebun tersebut, 
sedangkan saksi SURIANI Binti ALI disuruh oleh terdakwa pergi 
menjauhi rumah kebun tersebut agar perbuatan terdakwa tidak terlihat oleh 
saksi saksi SURIANI Binti ALI; 
- Bahwa setelah saksi RASMI Binti MUNTA masuk kedalam rumah kebun 
tersebut terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah dan langsung mengunci 
pintu rumah kebun tersebut dari dalam, kemudian terdakwa menyuruh 
saksi RASMI Binti MUNTA untuk membuka bajunya namun saksi 
RASMI Binti MUNTA menolaknya sehingga terdakwa membujuk saksi 
RASMI Binti MUNTA dengan alas an terdakwa akan mengobatinya 
sehingga saksi RASMI Binti MUNTA akhirnya membuka bajunya; 
- Bahwa pada saat saksi RASMI Binti MUNTA membuka setenga bajunya 
terdakwa secara tiba-tiba menarik baju saksi RASMI Binti MUNTA 
keatas lalu membukanya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RASMI 
Binti MUNTA untuk membuka celananya namun saksi RASMI Binti 
MUNTA kembali menolak, namun terdakwa mengatakan “harus dibuka 
celananya karena mau diobati”, sehingga saksi RASMI Binti MUNTA 
bersedia membuka celananya, dan pada saat RASMI Binti MUNTA 
58 
 
membuka celananya setengah, terdakwa secara tiba-tiba langsung menarik 
celana saksi RASMI Binti MUNTA kebawah lalu membukanya; 
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan selembar sarung kepada saksi 
RASMI Binti MUNTA dan menyuruh saksi saksi RASMI Binti MUNTA 
untuk memakai sarung tersebut, dan setelah sarung tersebut dipakai oleh 
saksi RASMI Binti MUNTA terdakwa kemudian menyuruh saksi RASMI 
Binti MUNTA  untuk berbaring, lalu setelah saksi RASMI Binti MUNTA  
berbaring terdakwa selanjutnya mengoleskan air ke seluruh tubuh saksi 
RASMI Binti MUNTA; 
- Bahwa setelah terdakwa selesai mengoleskan air keseluruh tubuh saksi 
RASMI Binti MUNTA terdakwa selanjutya menyuruh saksi RASMI Binti 
MUNTA untuk membuka celana dalamnya dan mengajak saksi RASMI 
Binti MUNTA untuk bersetubuh  namun saksi RASMI Binti MUNTA 
menolak dan segera bangun dengan posisi duduk, dan karena saksi 
RASMI Binti MUNTA menolak untuk melakukan persetubuhan dengan 
terdakwa sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi RASMI Binti 
MUNTA “yako demuelo dipakuaro palisuanga doi menrekna anakku” 
(artinya: apabila kamu menolak untuk diajak bersetubuh maka kembalikan 
uang naik anak saya)”, namun saksi RASMI Binti MUNTA tetap menolak 
dengan mengatakan kepada terdakwa “eloma mappakuaro tapi sibawapa 
lakkaikku” (artinya: saksi RASMI Binti MUNTA mau berhubungan suami 
isteri tetapi sama suami saksi saja)”; 
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- Bahwa karena saksi RASMI Binti MUNTA menolak ajakan terdakwa 
sehingga terdakwa secara tiba-tiba langsung memeluk saksi RASMI Binti 
MUNTA dari depan dengan sangat keras kemudian terdakwa menutup 
mulut saksi RASMI Binti MUNTA dengan telapak tangannya agar saksi 
RASMI Binti MUNTA tidak dapat berteriak,, dan setelah seluruh tubuh 
saksi RASMI Binti MUNTA Ifemtfs, terdakwa selanjutnya membaringkan 
saksi RASMI Binti MUNTA kepapan lantai rumah kebun)” menarik 
sarung yang dipakai oleh saksi RASMI Binti MUNTA keatas menutupi 
muka dan mata saksi RASMI Binti MUNTA kemudian terdakwa 
membuka celana dalam yang dipakai oleh saksi RASMI Binti MUNTA 
dan setelah terdakwa membuka celana dalam saksi RASMI Binti MUNTA 
terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin 
saksi RASMI Binti MUNTA kemudian mendorong-dorongnya dengan 
cara keluar masuk hingga beberapa menit sampai terdakwa merasakan 
enak dan pada saat alat kelamin terdakwa hendak mengeluarkan sperma 
selanjutnya terdakwa menarik alat kelaminnya keluar dari alat kelamin 
saksi RASMI Binti MUNTA, setelah itu terdakwa mengenakan celananya 
kemudian membuka pintu rumah kebun tersebut lalu meninggalkan saksi 
RASMI Binti MUNTA didalam rumah kebun tersebut; 
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi RASMI Binti 
MUNTA merasakan sangat sakit pada alat kelaminnya dan mengalami 
luka lecet serta kemerahan pada bibir kemaluannya, hal tersebut sesuai 
dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Kab. Barru No. 
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800/683/RSUD-BR/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dan 
ditandatnagni oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. ST. MARWAH, 
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
- Tampak luka lecet dibibir kemaluar arah jam tiga 
- Tampak luka kemerahan pada daerah bibir kemaluan; 
- Tampak luka lecet dibibir kemaluan pada arah ajm enam; 
- Tampak bekas-bekas pendarahan; 
Kesimpulan: kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul 
luka dikategorikan luka derajat satu. 
- Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas saksi RASMI Binti MUNTA 
tinggal serumah bersama dengan terdakwa dan anak terdakwa yaitu 
saksi HAERUDDIN Bin AMBO ALI (suami) saksi HAERUDDIN Bin 
AMBO ALI (suami) saksi RASMI Binti MUNTA dan saksi SURIANI 
Binti ALI. 
-------Perbuatan terdakwa ALI Alias AMBO ALI Bin LA KALLANG 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Undang-Undang 
R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga---------- 
------------------------- atau------------------------- 
KEDUA 
--------Bahwa terdakwa  ALI Alias AMBO ALI Bin LA KALLANG  
sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif Kesatu,  dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu RASMI Binti 
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MUNTA bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang dilakukan dengan 
cara antara lain sebagai berikut: 
- Bahwa terdakwa dengan alasan akan mengobati saksi RASMI Binti 
MUNTA sehingga terdakwa menyuruh saksi RASMI Binti MUNTA untuk 
pergi ke rumah orang tua terdakwa yang berada disekitar Kampung Cenne, 
sehingga saksi RASMI Binti MUNTA bersama dengan adik iparnya yaitu 
saksi RASMI Binti MUNTA bersama dengan adik iparnya yaitu saksi 
SURIANI Binti ALI berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda 
motor ke rumah orang tua terdakwa tersebut; 
- Bahwa setelah sampai dirumah orang tua terdakwa, terdakwa kemudian 
membawa saksi RASMI Binti MUNTA dan saksi SURIANI Binti ALI 
menuju rumah kebun miliknya dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah 
terdakwa bersama dengan saksi RASMI Binti MUNTA dan saksi 
SURIANI Binti ALI sampai dirumah kebun tersebut, terdakwa menyuruh 
saksi RASMI Binti MUNTA untuk masuk kedalam rumah kebun tersebut, 
sedangkan saksi SURIANI Binti ALI  disuruh oleh terdakwa pergi 
menjauhi rumah kebun tersebut agar perbuatan terdakwa tidak terlihat oleh 
saksi saksi SURIANI Binti ALI; 
- Bahwa setelah saksi RASMI Binti MUNTA masuk kedalam rumah kebun 
tersebut terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah dan langsung mengunci 
pintu rumah kebun tersebut dari dalam, kemudian terdakwa menyuruh 
saksi RASMI Binti MUNTA untuk membuka bajunya namun saksi 
RASMI Binti MUNTA menolaknya sehingga terdakwa membujuk saksi 
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RASMI Binti MUNTA dengan alasan terdakwa akan mengobatinya 
sehingga saksi RASMI Binti MUNTA akhirnya membuka bajunya; 
- Bahwa pada saat saksi RASMI Binti MUNTA membuka setengah bajunya 
terdakwa secara tiba-tiba menarik baju saksi RASMI Binti MUNTA 
keatas lalu membukanya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RASMI 
Binti MUNTA untuk membuka celananya namun saksi RASMI Binti 
MUNTA kembali menolak, namun terdakwa mengatakan “harus dibuka 
celananya karena mau diobati”, sehingga saksi RASMI Binti MUNTA 
bersedia membuka celananya, dan pada saat RASMI Binti MUNTA 
membuka celananya setengah, terdakwa secara tiba-tiba langsung menarik 
celana saksi RASMI Binti MUNTA kebawah lalu membukanya; 
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan selembar sarung kepada saksi 
RASMI Binti MUNTA dan menyuruh saksi saksi RASMI Binti MUNTA 
untuk memakai sarung tersebut, dan setelah sarung tersebut dipakai oleh 
saksi RASMI Binti MUNTA terdakwa kemudian menyuruh saksi RASMI 
Binti MUNTA  untuk berbaring, lalu setelah saksi RASMI Binti MUNTA  
berbaring terdakwa selanjutnya mengoleskan air ke seluruh tubuh saksi 
RASMI Binti MUNTA; 
- Bahwa setelah terdakwa selesai mengoleskan air keseluruh tubuh saksi 
RASMI Binti MUNTA terdakwa selanjutya menyuruh saksi RASMI Binti 
MUNTA untuk membuka celana dalamnya dan mengajak saksi RASMI 
Binti MUNTA untuk bersetubuh  namun saksi RASMI Binti MUNTA 
menolak dan segera bangun dengan posisi duduk, dan karena saksi 
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RASMI Binti MUNTA menolak untuk melakukan persetubuhan dengan 
terdakwa sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi RASMI Binti 
MUNTA “yako demuelo dipakuaro palisuanga doi menrekna anakku” 
(artinya: apabila kamu menolak untuk diajak bersetubuh maka kembalikan 
uang naik anak saya)”, namun saksi RASMI Binti MUNTA tetap menolak 
dengan mengatakan kepada terdakwa “eloma mappakuaro tapi sibawapa 
lakkaikku” (artinya: saksi RASMI Binti MUNTA mau berhubungan suami 
isteri tetapi sama suami saksi saja)”; 
- Bahwa karena saksi RASMI Binti MUNTA menolak ajakan terdakwa 
sehingga terdakwa secara tiba-tiba langsung memeluk saksi RASMI Binti 
MUNTA dari depan dengan sangat keras kemudian terdakwa menutup 
mulut saksi RASMI Binti MUNTA dengan telapak tangannya agar saksi 
RASMI Binti MUNTA tidak dapat berteriak,, dan setelah seluruh tubuh 
saksi RASMI Binti MUNTA Ifemtfs, terdakwa selanjutnya membaringkan 
saksi RASMI Binti MUNTA kepapan lantai  rumah kebun)” menarik 
sarung yang dipakai oleh saksi RASMI Binti MUNTA keatas menutupi 
muka dan mata saksi RASMI Binti MUNTA kemudian terdakwa 
membuka celana dalam yang dipakai oleh saksi RASMI Binti MUNTA 
dan setelah terdakwa membuka celana dalam saksi RASMI Binti MUNTA 
terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin 
saksi RASMI Binti MUNTA kemudian mendorong-dorongnya dengan 
cara keluar masuk hingga beberapa menit sampai terdakwa merasakan 
enak dan pada saat alat kelamin terdakwa hendak mengeluarkan sperma 
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selanjutnya terdakwa menarik alat kelaminnya keluar dari alat kelamin 
saksi RASMI Binti MUNTA, setelah itu terdakwa mengenakan celananya 
kemudian membuka pintu rumah kebun tersebut lalu meninggalkan saksi 
RASMI Binti MUNTA didalam rumah kebun tersebut; 
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi RASMI Binti 
MUNTA merasakan sangat sakit pada alat kelaminnya dan mengalami 
luka lecet serta kemerahan pada bibir kemaluannya, hal tersebut sesuai 
dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Kab. Barru No. 
800/683/RSUD-BR/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dan 
ditandatnagni oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. ST. MARWAH, 
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
- Tampak luka lecet dibibir kemaluar arah jam tiga 
- Tampak luka kemerahan pada daerah bibir kemaluan; 
- Tampak luka lecet dibibir kemaluan pada arah ajm enam; 
- Tampak bekas-bekas pendarahan; 
Kesimpulan: kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul 
luka dikategorikan luka derajat satu. 
- Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas saksi RASMI Binti MUNTA 
tinggal serumah bersama dengan terdakwa dan anak terdakwa yaitu saksi 
HAERUDDIN Bin AMBO ALI (suami) saksi HAERUDDIN Bin AMBO 
ALI (suami) saksi RASMI Binti MUNTA dan saksi SURIANI Binti ALI. 
-------Perbuatan terdakwa ALI Alias AMBO ALI Bin LA KALLANG 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana, ------ 
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Berdasarkan analisa penulis bahwa secara teori fungsi surat dakwaan 
dan bukti-bukti surat dakwaan adalah merupakan tolok ukur bagi hakim 
didalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. 
3.  Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan memperhatikan ketentuan 
undang-undang yang bersangkutan, kami Jaksa Penuntut Umum: 
MENUNTUT 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini, memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa ALI Alias AMBO ALI Bin LA KALLANG 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah 
melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan kekerasan seksual 
yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah 
tangga sebagaimana diatur dalam pasal 46 Undang- Undang R.I, 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga  sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ALI Alias AMBO ALI 
Bin LA KALLANG berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 
dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rutan. 
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa : 
- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang warna biru bergaris-
garis dan bermotif tengkorak; 
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- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah dan terdapat motif 
bendera Amerika; 
- 1 (satu) lembar BH warna pink muda; 
- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna coklat tua; 
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RASMI Binti MUNTA; 
- 1 (satu) lembar baju kaos kera warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar celana puntung warna hijau muda ; 
- 1 (satu) lembar celana dalam kaos motif garis-garis turun ; 
- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna coklat tua; 
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa; 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
Menurut analisa penulis bahwa setiap pelaku tindak pidana secara 
teori harus dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, karena tuntutan pidana 
merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
tindak pidana. Sedangkan dalam hal tuntutan, Jaksa Penuntut Umum 
menuntut terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, 
demikian juga halnya keputusan hakim mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum, tidak menambah dan mengurangi pidana terhadap terdakwa. 
4.  Analisis Penulis  
Surat dakwaan merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk  
menyusun sebuah surat tuntutan dan merupakan dasar bagi Hakim untuk 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana  tersebut. Oleh  karena itu, 
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dalam membuat surat dakwaan, Penuntut umum  dituntut  untuk  mengaplikasikan  
ilmunya sebagai sarjana hukum dalam pembuatan surat dakwaan tersebut, bukan 
saja keahlian di bidang hukum pidana formil tapi juga mengenai hukum pidana  
materiil seperti unsur-unsur dari  perbuatan yang akan didakwakan apakah telah 
terpenuhi atau tidak. Dalam membuat surat  dakwaan  ada  beberapa  syarat  yang 
harus terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut terdapat  dalam  
Pasal  143  ayat  (2)  KUHAP  yang  dirumuskan sebagai berikut :  
Penuntut umum  membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani 
serta berisi :  
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,  
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;  
b. Uraian  secara  cermat,  jelas  dan  lengkap  mengenai tindak  pidana  yang  
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu 
dilakukan.  
Antara point a dan b tersebut di atas, syarat yang terpenting yang  harus  
mendapatkan perhatian lebih dari penuntut umum adalah syarat yang ada di point 
b karena apabila syarat yang ada di point tersebut tidak terpenuhi,  maka  dakwaan  
akan  batal  demi hukum atau Van Rechtswege nieting.  
Pasal  143  ayat  (2)  huruf  b  KUHAP,  pada  dasarnya menentukan 
bahwa surat dakwaan itu harus berisi (Lamintang dan Theo Lamintang, 
2010:306):  
a. Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa;  
68 
 
b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana 
yang didakwakan kepada para terdakwa;  
c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak  
pidana  yang  didakwakan  kepada terdakwa atau para terdakwa.  
 
Dalam kasus yang  diteliti oleh Penulis, menurut Penulis bahwa surat  
dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut  Umum telah  sesuai  dengan  apa  yang 
diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang dalam hal ini selain  memenuhi 
unsur dalam Pasal 143 ayat (2) poin a, poin b juga terpenuhi, dalam surat 
dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menguraikan secara jelas mengenai kronologis  
dari  kejadian  itu  sendiri  serta  penyebutan  waktu  dan tempat kejadian perkara. 
Dengan terbuktinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu maka terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pasal 46 Undang-
Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga sebagaimana yang didakwakan, karena dakwaan kesatu telah terbukti 
maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, wawancara dengan salah seorang 
Hakim yang memeriksa perkara ini yaitu Andi Bayu Mandala Putra Syadli, SH 
pada tanggal 02 Maret 2014  menyatakan bahwa : 
 
Penerapan hukum pada putusan perkara No. 08/Pid.Sus/2014/PN.BR, sudah 
tepat yakni Pasal 46 Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal ini sesuai dengan 
tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya disebut 
JPU, dimana JPU dalam menyusun surat tuntutan  wajib mempertimbangkan 
keadaan-keadaan si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh 
dari perbuatan pidana yang dilakukan, dan pengaruh tindak pidana bagi 
terpidana dimasa datang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta 
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banyak lagi keadaan lainnya sehingga nantinya akan menjadi bahan rujukan 
yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.  
 
Demikian juga setelah penulis wawancara dengan ibu Vidya Andi Tuppu, 
termasuk salah seorang hakim yang memeriksa perkara ini beliau mengatakan 
bahwa : 
Penerapan hukum pada putusan perkara No. 08/Pid.Sus/2014/PN.BR, sudah 
sesuai dengan hukum yang berlaku karena semua unsur-unsur yang terdapat 
dalam dakwaan telah terpenuhi, maka berdasarkan pembuktian dan fakta 
maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang R.I. No. 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
 
Menurut analisa penulis bahwa unsur delik yang dilakukan terdakwa 
terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap 
dalam lingkup rumah tangganya, hal tersebut sesaui dengan unsur-unsur yang 
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :  
1. Setiap orang; 
2. Melakukan perbuatan kekerasan seksual; 
3. Yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. 
Disamping itu Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti di 
persidangan, yakni : keterangan saksi,  alat bukti surat, petunjuk dan keterangan 
terdakwa. Jadi penulis berpendapat bahwa semua unsur dan fakta-fakta 
dilapangan telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti. Selain itu 
dalam menerapkan hukum yang akan digunakan dalam kasus tindak pidana 
melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 
menetap dalam lingkup rumah tangga, haruslah telah memenuhi tujuan dari 
pemidanaan yakni akibat melakukan kejahatan maka seseorang akan dihukum 
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dimana nantinya hukuman tersebut adalah merupakan balasan dari apa yang 
dilakukannya sehingga diharapkan dengan adanya hukuman ini dapat menjadi 
pelajaran dan pembinaan bagi seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan 
tindak pidana.   
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap 
Tindak Pidana dalam Perkara Pidana Putusan No. 08/Pid.Sus/ 
2014/PN.BR 
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam menentukan 
putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam mengambil keputusan 
Hakim hendaknya mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, kecermatan, serta 
pengusaan yang mendalam tentang kasus posisinya karena putusan Hakim 
merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran 
yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, factual, visualisasi etika serta 
moralitas Hakim yang bersangkutan untuk itu Hakim dituntut melakukan kegiatan 
menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya 
dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya, setelah itu 
mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta 
menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan suatu 
kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu. 
Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang 
kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. 
Dalam putusan Hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak 
pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana 
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pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar 
terhadap putusan Hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-
unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah 
memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh penuntut 
umum.Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Vidya Andini 
Tuppu, SH., MH selaku Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan No. 
08/Pid. Sus/2014/PN.BR. tanggal 03 Maret 2015, beliau intinya menyatakan : 
 
Sebelum menjatuhkan putusan hal utama yang harus dipertimbangkan 
oleh Hakim yaitu melihat perbuatan terdakwa apakah telah memenuhi 
semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum 
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan 
dipersidangan terhadap saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti 
lain yang dihadirkan dipersidangan sehingga dapat diperoleh suatu 
keyakinan Hakim  bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana 
tersebut.   
 
Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa dakwaan penuntut umum yang 
diajukan dalam persidangan adalah dasar pemeriksaan Hakim dalam menangani 
suatu perkara. Sebelum unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut 
umum dibuktikan, maka Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam 
persidangan yang timbul dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan 
bukti lain yang diajukan dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang 
locus dan tempus delicti, modus operandi apakah yang digunakan penyebab atau 
latar belakang mengapa sampai terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian 
bagaimanakah akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa. 
Berikut penulis paparkan mengenai perkara Pengadilan No. 
08/Pid.Sus/2014/PN.BR. 
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I. Dakwaan Penuntut Umum: 
1. Menyatakan terdakwa ALI Alias AMBO ALI Bin LA KALLANG 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah 
melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan kekerasan seksual 
yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah 
tangga sebagaimana diatur dalam pasal 46 Undang- Undang R.I, 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga  sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ALI Alias AMBO ALI 
Bin LA KALLANG berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 
dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rutan. 
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa : 
- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang warna biru bergaris-
garis dan bermotif tengkorak; 
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah dan terdapat motif 
bendera Amerika; 
- 1 (satu) lembar BH warna pink muda; 
- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna coklat tua; 
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RASMI Binti MUNTA; 
- 1 (satu) lembar baju kaos kera warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar celana puntung warna hijau muda ; 
- 1 (satu) lembar celana dalam kaos motif garis-garis turun ; 
- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna coklat tua; 
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa; 
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4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
II. Barang Bukti 
1. 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang warna biru bergaris-garis 
dan bermotif tengkorak; 
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna merah dan terdapat motif 
bendera Amerika; 
3. 1 (satu) lembar BH warna pink muda; 
4. 1 (satu) lembar Celana dalam warna pink muda 
5. 1 (satu) lembar baju kaos kera warna abu-abu; 
6. 1 (satu) lembar celana puntung warna hijau muda ; 
7. 1 (satu) lembar celana dalam kaos motif garis-garis turun ; 
8. 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna coklat tua; 
III. Keterangan Saksi-Saksi 
1. Saksi Rasmi Binti Munta 
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan telah memberikan 
keterangan dengan benar; 
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi telah 
diperkosa oleh terdakwa; 
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2013 
sekitar pukul 10. Wita, bertempat dirumah sawah milik terdakwa di 
kampung Meraung Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru; 
- Bahwa awalnya saksi menikah dengan anak terdakwa di Pinrang, 
setelah menikah, saksi dan anak terdakwa tinggal dipinrang selama 
1 (satu) minggu dan kemudian saksi terdakwa pindah ke Barru 
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dirumah terdakwa, akan tetapi anak terdakwa tidak pernah 
menyetubuhi saksi layaknya pasangan suami isteri; 
- Bahwa ketika saksi sedang mengobrol dengan keluarga terdakwa, 
akhirnya saksi mengetahui mengapa anak terdakwa tidak pernah 
menyetubuhi saksi layaknya pasangan suami isteri; 
- Bahwa selanjutnya setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi 
merasa tidak menyukai anak terdakwa lagi, sehingga kabar tersebut 
sampai ditelinga terdakwa selaku mertua saksi; 
- Bahwa ketika terdakwa mengetahui hal tersebut maka terdakwa 
ingin mengobati saksi; 
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi pergi kerumah sawah untuk 
mengobati saksi, kemudian saksi pergi kerumah sawah tersebut 
bersama per. Suriani Binti Ali; 
- Bahwa sampainya dirumah sawah tersebut terdakwa menyuruh 
saksi masuk kedalam dan per. Suriani Binti Ali terdakwa suruh 
pergi jauh-jauh dari kebun; 
-  Bahwa kemudian setelah saksi masuk kedalam rumah tersebut 
terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah dan langsung mengunci 
pintu rumah sawah tersebut dari dalam; 
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk membuka bajunya namun 
saksi menolak; 
- Bahwa terdakwa membujuk saksi dengan alasan terdakwa akan 
mengobatinya sehingga saksi akhirnya membuka bajunya; 
- Bahwa pada saat saksi membuka setenga bajunya terdakwa secara 
tiba-tiba menarik baju saksi keatas lalu membukanya; 
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- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk membuka 
celananya namun saksi kembali menolak, namun terdakwa 
mengatakan “harus dibuka celananya karena mau diobati; 
- Bahwa saksi akhirnya bersedia membuka celananya, namun pada 
saat saksi membuka celananya setengah, terdakwa secara tiba-tiba 
langsung menarik celana saksi kebawah lalu membukanya; 
- Bahwa terdakwa menyerahkan selembar sarung kepada saksi dan 
menyuruh saksi untuk memakai sarung tersebut, bahwa benar 
sarung tersebut dipakai oleh saksi kemudian terdakwa  menyuruh 
saksi untuk berbaring,  
- Bahwa setelah saksi berbaring terdakwa mengoleskan air ke 
seluruh tubuh saksi; 
- Bahwa setelah terdakwa selesai mengoleskan air keseluruh tubuh 
saksi, saksi langsung merasa tubuh saksi lemas; 
- Bahwa terdakwa mengajak saksi untuk bersetubuh  namun saksi 
RASMI Binti MUNTA menolak; 
- Bahwa terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan kalau saksi 
tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, saksi harus 
mengembalikan uang naiknya anak terdakwa; 
- Bahwa saksi merasa takut waktu diancam oleh terdakwa; 
- Bahwa terdakwa secara tiba-tiba langsung memeluk saksi dari 
depan dengan sangat keras kemudian terdakwa menutup mulut 
saksi dengan telapak tangannya; 
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- Bahwa setelah seluruh tubuh saksi lemas, terdakwa selanjutnya 
membaringkan saksi kepapan lantai  rumah lalu menarik sarung 
yang saksi pakai keatas menutupi muka dan mata saksi ; 
- Bahwa terdakwa membuka celana dalam yang saksi pakai dan 
setelah terdakwa membuka celana dalam saksi terdakwa 
selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin 
saksi kemudian mendorong-dorongnya dengan cara keluar masuk 
hingga kurang lebih sekitar 5 (lima) menit; 
- Bahwa saksi tidak bias melakukan perlawanan karena terdakwa 
menindis paha saksi, sedangkan tangan saksi tidak bias saksi 
gerakkan karena sudah merasa lemas. 
- Bahwa saksi merasakan sakit pada alat kelamin saksi dan alat 
kelamin saski berdarah; 
- Bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya tidak didalam alat 
kelamin saski melainkan diluar alat kelamin saksi; 
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan seksual 
sebelumnya; 
- Bahwa setelah terdakwa melakuka perbuatan tersebut terdakwa 
selanjutnya memakai celananya kemudian membuka pintu rumah 
kebun tersebut lalu meninggalkan saksi didalam rumah kebun 
tersebut; 
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa tentang cara 
pengobatan terdakwa; 
- Bahwa terdakwa memperkosa saksi sebanyak 1 (satu) kali; 
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- HAERUDDIN Bin AMBO ALI (suami) saksi RASMI Binti 
MUNTA dan saksi SURIANI Binti ALI. 
 
 
2. Saksi HAERUDDIN Bin AMBO ALI 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu bapak kandung saksi; 
- Bahwa terdakwa telah memperkosa isteri saksi yaitu saksi 
RASMIN Binti MUNTA; 
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2013 
sekitar pukul 10.00 wita, bertempat dirumah sawah milik terdakwa 
di Kampung Meraung Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru; 
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu 
tanggal 01 Desember 2013 dari kakak isteri saksi yaitu Lelk. 
RUSE dengan mengatakan bahwa saksi (terdakwa) telah 
memperkosa isteri saksi (saksi RASMI Binti MUNTA); 
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada disawah yang 
terletak dikampung Barobboe, Ds. Batu Lappa, Kec. Barru Kab. 
Barru; 
- Bahwa saksi belum pernah berhubungan badan dengan isteri saksi 
karena alat kelamin saksi tidak bisa berdiri tengang; 
- Bahwa terdakwa sering mengobati orang misalnya sakit kepala dan 
demam; 
- Bahwa isteri saksi (saksi RASMI Binti MUNTA tidak pernah 
menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;  
3. Saksi SURIANI Binti ALI 
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- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu bapak kandung saksi; 
- Bahwa terdakwa diperhadapakan ke persidangan karena telah 
memperkosa kakak ipar saksi yaitu saksi RASMI Binti MUNTA; 
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2013 
sekitar pukul 10.00 wita, bertempat dirumah sawah milik terdakwa 
di Kampung Meraung Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru; 
- Bahwa kakak ipar saksi akan diobati oleh terdakwa; 
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk pergi ke rumah sawah 
bersama kakak ipar saksi yaitu saksi RASMI Binti MUNTA dengan 
alasan terdakwa akan mengobati kakak ipar saksi; 
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut terdakwa menyuruh kakak 
ipar saksi (saksi RASMI Binti MUNTA) untuk masuk kedalam 
rumah sawah tersebut, sedangkan saksi disuruh pergi menjauh dari 
rumah-rumahan sawah tersebut; 
- Bahwa selanjutnya saksi pergi mengambil manga yang tidak jauh 
dari rumah-rumahan sawah tersebut; 
- Bahwa saksi sempat mendengar kaka ipar saksi menangis; 
- Bahwa yang pertama keluar dari rumah-rumahan sawah tersebut 
adalah terdakwa, kemudian disusul oleh kakak ipar saksi, dan saksi 
melihat kakak ipar saksi keluar sambal menangis dan matanya 
mmemerah; 
- Bahwa setelah kakak saksi menikah dengan kakak ipar saksi, 
mereka tinggal serumah dengan saksi dan terdakwa; 
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IV.  SURAT 
Alat bukti surat dalam perkara ini berupa: 
1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kab. Barru No. 
800/683/RSUD-BR/XII/2013 tanggal  16 Desember 2013 yang dibuat 
dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. SITTI 
MARWAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
- Tampak luka lecet dibibir kemaluan arah jam tiga; 
- Tampak luka kemerahan pada daerah bibir kemaluan; 
- Tampak luka lecet dibibir kemaluan pada arah jam enam; 
- Tampak bekas-bekas pendarahan; 
2. Berkas perkara yang dihimpun dalam satu kesatuan yang ditanda 
tangani oleh pejabat yang berwenang dengan nomor 
BP/51/XII/2013/RESKRIM tanggal 09 Desember 2013. 
 
V. Keterangan Terdakwa 
Dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa juga memberikan 
keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; 
- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan menantu 
terdakwa yaitu saksi RASMI Binti MUNTA 
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar 
pukul 10. Wita, bertempat dirumah sawah milik terdakwa di kampung 
Meraung Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru; 
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- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa menyuruh saksi 
RASMI Binti MUNTA untuk pergi ke rumah orang tua terdakwa 
dengan alasan trdakwa akan mengobati saksi RASMI Binti MUNTA ; 
- Bahwa setelah saksi RASMI Binti MUNTA bersama dengan anak 
terdakwa saksi SURIANI Binti ALI tiba dirumah orang tua terdakwa, 
terdakwa selanjtny mengajak saksi-saksi RASMI Binti MUNTA  dan 
saksi SURIANI Binti ALI kerumah kebun untuk mengobati saksi 
RASMI Binti MUNTA ; 
- Bahwa setelah sampai dirumah kebun milik terdakwa,  terdakwa 
selanjutnya menyuruh saksi RASMI Binti MUNTA untuk masuk 
kedalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi 
SURIANI Binti ALI pergi menjauhi dengan alasan terdakwa tidak 
boleh dilihat pada aat mengobati saksi RASMI Binti MUNTA ; 
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah kebun tersebut 
dan langsung mengunci pintu  dari dalam; 
- Bahwa terdakwa selanjutnya menyuruh saksi RASMI Binti MUNTA 
untuk membuka bajunya namun saksi RASMI Binti MUNTA 
menolaknya sehingga terdakwa membujuk dengan alasan akan 
mengobatinya saksi RASMI Binti MUNTA; 
- Bahwa pada saat saksi RASMI Binti MUNTA membuka setengah 
bajunya terdakwa langsung menarik bajunya ke atas lalu membukanya; 
- Bahwa terdakwa  selanjutnya menyuruh lagi saksi RASMI Binti 
MUNTA untuk membuka celananya namun saksi RASMI Binti 
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MUNTA kembali menolak, sehingga terdakwa mengatakan “harus 
dibuka celananya karena mau diobati”, pada saat saksi RASMI Binti 
MUNTA membuka celananya setengah, terdakwa langsung menarik 
celana saksi RASMI Binti MUNTA kebawah lalu membukanya; 
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RASMI Binti MUNTA 
untuk berbaring, terdakwa mengoleskan air ke tubuh saksi RASMI 
Binti MUNTA; 
- Bahwa setelah terdakwa mengoleskan air keseluruh tubuh saksi 
RASMI Binti MUNTA terdakwa menyuruh saksi RASMI Binti 
MUNTA untuk membuka celana dalamnya dan dengan maksud 
terdakwa mengajak saksi RASMI Binti MUNTA untuk bersetubuh,  
namun saksi RASMI Binti MUNTA menolak sehingga terdakwa 
mengatakan kepada saksi RASMI Binti MUNTA “yako demuaelo 
dipakuaro palisuanga doi menrekna anakku” (artinya: apabila kamu 
menolak untuk diajak bersetubuh maka kembalikan uang naik anak 
saya)”, namun saksi RASMI Binti MUNTA tetap menolak dengan 
mengatakan kepada terdakwa “eloma mappakuaro tapi sibawapa 
lakkaikku” (artinya: saksi RASMI Binti MUNTA mau berhubungan 
suami isteri tetapi sama suami saksi saja)”; 
- Bahwa setelah itu terdakwa merasa teransang dan nafsunya meningkat 
sehingga terdakwa memeluk saksi RASMI Binti MUNTA dari depan 
dan saksi RASMI Binti MUNTA berusaha melepaskan diri dari 
pelukan terdakwa, namun karena terdakwa memeluk saksi RASMI 
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Binti MUNTA dengan sangat keras sehingga saksi RASMI Binti 
MUNTA  tidak dapat melepaskan diri; 
- Bahwa selanjutnya terdakwa membaringkan saksi RASMI Binti 
MUNTA dilantai kemudian terdakwa menarik sarung yang dipakai 
oleh saksi RASMI Binti MUNTA keatas untuk menutupi muka dan 
matanya, kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi RASMI 
Binti MUNTA lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam 
alat kelamin saksi RASMI Binti MUNTA sampai terdakwa merasakan 
enak dan pada saat alat kelamin terdakwa akan mengeluarkan sperma 
terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi 
RASMI Binti MUNTA; 
- Bahwa selanjutnya terdakwa memakai celana kembali membuka pintu 
dan pergi meninggalkan rumah sawah tersebut; 
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi RASMI Binti MUNTA tinggal 
serumah dengan suaminya, terdakwa dan keluarga terdakwa; 
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP pada saat 
penyidikan. 
VI. Unsur-Unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka sampailah 
kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan, yaitu Pasal 46 Undang-Undang R.I  Nomor 23 Tahun 2004 
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan unsur-unsur 
sebagai berikut: 
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1. Setiap Orang; 
2. Melakukan perbuatan kekerasan seksual; 
3. Yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah 
tangga. 
Ad. 1. Unsur setiap orang; 
Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum 
pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah Ali alias 
Ambo Ali Bin La Kallang yang didakwa melakukan tindak pidana 
dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan 
hukum. 
Ad. 2. Melakukan perbuatan kekerasan seksual; 
Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 5 huruf (c) meliputi : a. pemaksaan 
hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap 
dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan 
seksual terhadap salah salah seorang dalam lingkup rumah 
tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau 
tujuan tertentu; (Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). 
Ad. 3. Yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah 
tangga. 
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Yang dimaksud dengan “lingkup rumah tangga” dalam ketentuan 
pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga adalah: 
a. Suami, isteri, dan anak 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan 
orang sebagai mana dimaksud pada huruf a karena hubungan 
darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, 
yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau  
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 
dalam rumah tangga tersebut.   
 
VII. Putusan Hakim 
1. Menyatakan  terdakwa  ALI Alias AMBO ALI Bin LA KALLANG 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“Melakukan Kekerasan Seksual terhadap orang yang menetap 
dalam Lingkup Rumah Tangga”;  
2. Menjatuhkan  pidana  oleh  karena  itu  terhadap terdakwa dengan 
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;  
3. Menetapkan  lamanya penahanan  yang  telah  dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;  
5. Menetapkan barang  bukti  berupa : 
 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang warna biru bergaris-
garis dan bermotif tengkorak; 
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 1 (satu) lembar celana panjang warna merah dan terdapat motif 
bendera Amerika; 
 1 (satu) lembar BH warna pink muda; 
 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna coklat tua; 
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RASMI Binti MUNTA; 
 1 (satu) lembar baju kaos kera warna abu-abu; 
 1 (satu) lembar celana puntung warna hijau muda ; 
 1 (satu) lembar celana dalam kaos motif garis-garis turun ; 
 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna coklat tua; 
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa; 
6. Membebankan kepada  terdakwa  untuk  membayar  biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).  
Berdasarkan uraian perkara di atas, penulis melakukan wawancara dengan 
A. Bayu Mandala Putra Syadli, SH, selaku Hakim yang memeriksa perkara No. 
08/Pid.Sus/2014/PN.BR.beliau pada intinya menyatakan: 
Dalam menjatuhkan putusan di atas, banyak hal yang menjadi dasar 
pertimbangan, diantaranya; 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan  terdakwa  sangat tidak bermoral 
- Perbuatan terdakwa tidak sepatutnya terdakwa lakukan mengingat 
terdakwa adalah kepala rumah tangga yang sudah seharusnya menjadi 
pelindung bagi keluarganya; 
Hal-hal yang meringankan : 
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- Terdakwa mengakui secara terus terang dan sopan dipersidangan sehingga 
melancarkan proses persidangan; 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi 
perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa. 
Penulis beranggapan bahwa apa yang menjadi pertimbangan Hakim diatas 
adalah hal yang sudah tepat. Namun dalam kaitannya dengan penerapan sanksi 
terhadap terdakwa, penulis kurang sepakat.  Dalam ketentuan Pasal  pasal 46 
Undang- Undang R.I, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga ditentukan bahwa :  
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 
(tiga puluh enam juta rupiah). 
 
 Dalam ketentuan diatas, pidana penjara yang dapat diterapkan oleh Hakim 
adalah paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh 
enam juta rupiah), namun dalam putusannya Hakim hanya menjatuhkan putusan 
penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun. Hal ini tentunya sangat tidak 
sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.Selain yang menjadi 
korban pada perkara ini adalah anak mantunya yang mestinya terdakwa berfungsi 
sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya, 
bahkan ironisnya kejahatan seksual didalam rumah tangga dilakukan oleh suami 
atau mertua yang mestinya menjadi pelindung terhadap keluarganya. Dan 
tentunya hal tersebut sangat tidak berperikemanusiaan. 
Selanjutnya mengenai pertimbangan Hakim tentang hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara Penulis 
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dengan salah satu Hakim yakni A. Bayu Mandala Putra Syadli, SH pada tanggal 
02 Maret 2015 menyatakan bahwa: 
“Alasan majelis Hakim memutus perkara tersebut selama 7 tahun 
adalah karena terdakwa sudah tua yaitu berumur  60 tahun, sehingga 
dengan pemidanaan selama 7 tahun tersebut dapat menjadikan terdakwa 
orang yang lebih baik dan menyadari dirinya serta mempergunakan 
sisa-sisa umurnya dikemudian hari untuk beramal”.   
 
Dalam mempertimbangkan hal tersebut, Hakim melihat bahwa pemidanan 
bukanlah sebagai salah satu alat pembalasan sebagaimana yang dimaksud dalam 
teori pemidanaan absolut, namun berdasarkan pada teori pemidanaan relatif  yang 
melihat bahwa pemidanaan yang melihat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai 
alat untuk membalaskan perbuatan terdakwa melainkan untuk memperbaiki 
terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Atas dasar itulah Hakim 
Pengadilan Negeri Barru memutus perkara tersebut selama 7 tahun. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Vidya Andini Tuppu, SH., MH yang 
merupakan salah satu Hakim yang memutus perkara ini menyatakan bahwa: 
“Dalam praktek, apabila terdapat hal-hal yang meringankan 
pidana.Maka Hakim tidak akan memutus pidana maksimal kepada 
terdakwa.” 
 
Pernyataan Hakim tersebut memang dapat dibenarkan karena Hakim 
memiliki kekuasaan yang absolut dalam memutus perkara. Hal-hal yang 
meringankan pidana tersebut yang terdiri dari : 
- Terdakwa mengakui secara terus terang dan sopan dipersidangan sehingga 
melancarkan proses persidangan; 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi 
perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa. 
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Dari hukuman yang diberikan majelis Hakim sangat tidak seimbang 
dengan perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap korban. Sebagai korban 
mungkin ia akan merasakan defresi, prustasi dan rasa malu terhadap keluarganya 
bahkan beban psikis yang dideritanya, sedangkan hukuman yang diberikan kepada 
terdakwa tidak maksimal dan mungkin saja setelah ia lepas dari hukuman ia akan 
mengulangi perbuatannya kembali karena ia tidak merasa jera dari hukuman yang 
diberikan kepadanya. 
Berbeda dengan hukum islam, dimana menurut hukum islam pelaku 
pemerkosaan bisa dikenakan hukuman hudud karena dianggap melakukan 
perbuatan zina dengan paksaan. Demikian hukum islam memandang bahwa 
perkosaan adalah perbuatan zina yang dilakukan dengan paksaan yang 
mengakibatkan rusaknya masa depan perempuan yang menjadi korban dan akan 
menjadi aib dalam diri dan keluarganya, pelakunya tetap harus dihukum had yaitu 
hukuman rajam bagi pezina muhson, dera 100 kali dan pengasingan selama satu 
tahun bagi pezina ghoiru muhson. Dengan kata lain, bagi terdakwa ALI Alias 
AMBO ALI Bin LA KALLANG seharusnya dikenai rajam karena ia telah 
beristeri. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota Majelis 
Ulama Islam Kabupaten Barru, yaitu DR. H. Abd. Rahman, S.Ag., M.Ag, pada 
tanggal 04 Maret 2015, beliau menyatakan : 
Hukuman rajam bagi pezina muhson dan dera bagi pezina ghairu 
muhson adalah sebagai hukuman hudud (had) bagi pelaku zina dengan 
kata lain yaitu hukuman yang sudah ditentukan.Karenanya Hakim tidak 
berhak mengurangi atau menambah hukuman dengan alasan apapun atau 
karena kondisi apapun.Hakim juga tidak berhak menghentikan 
pelaksanaan hukuman atau menggantinya dengan hukuman lain. 
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Penguasa Negara juga tidak memiliki wewenang apapun untuk 
mengganti, menambah, atau mengurangi dan tidak berhak mengampuni 
sebagian atau seluruh hukuman perbuatan zina tersebut. 
 
Dalam hukuman hudud, tidak ada pengampunan, akad damai, 
pembebasan, pengurangan, atau penggantian.Hukum positif menganggap 
hukuman perbuatan zina sebagai hak masyarakat karena ada kepentingan umum 
didalamnya. Sangat berbeda prinsip dari makna hukuman hudud dalam hukum 
islam adalah hukuman yang tidak bisa diganti, sedangkan hukuman dalam hukum 
positif bisa dimaafkan dan diganti. 
Hukuman hudud dianggap sebagai hukuman Allah karena ia tidak bisa 
dimaafkan dan diganti. Individu dan masyarakat tidak mempunyai wewenang 
untuk mengampuni hak Allah dan mereka juga tidak berhak mengganti apa yang 
Allah perintahkan. Jika hukuman hudud sebagai hak masyarakat, maka 
pemerintah atau tokoh Negara dapat memberi ampunan atau mengganti dengan 
yang lain. Sebaliknya dengan hukuman hudud dalam hukum islam, yaitu 
hukuman yang sudah ditentukan yang disyariatkan untuk kepentingan umum dan 
dianggap sebagai hak masyarakat. 
Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kepala Negara dan pemerintah 
menegakkan hukum yang lebih membuat jera seperti hukum islam bagi pelaku 
kejahatan dan untuk masyarakat lain untuk tidak meniru perbuatan tersebut agar 
tidal akan terulang dan merebaknya kejahatan dalam kehidupan masyarakat 
seperti saat ini. Sehingga terciptanya masyarakat yang memiliki moral dan 
kehidupan yang harmoni. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai  berikut: 
1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan yang 
dilakukan oleh mertua terhadap anak mantunya dalam putusan perkara 
pidana No. 08/Pid.Sus/2014/PN.BR di Pengadilan Negeri Barru, sudah 
sesuai dengan hukum yang berlaku,karena semua unsur-unsur yang 
terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka berdasarkan pembuktian 
dan fakta maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam 
Pasal 46 Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu Melakukan kekerasan seksual 
terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. 
2. Pertimbangan  hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak 
pidana dalam perkara pidana putusan No. 08/Pid.Sus/ 2014/PN.BR telah  
sesuai dengan hukum yang berlaku dengan berdasarkan  pada penjabaran  
keterangan  para saksi,  keterangan  terdakwa,  dan  alat-alat  bukti  serta  
adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan, dan mempertimbangkan faktor psikis dan keadaan korban 
kedepan, serta memperhatikan Undang-Undang tentang penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga dan diperkuat dengan keyakinan Hakim.  
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Namun dalam kaitannya dengan penerapan sanksi terhadap terdakwa, 
kurang maksimal, hal ini tentunya sangat tidak sesuai dengan perbuatan 
yang dilakukan oleh terdakwa. Selain yang menjadi korban pada perkara 
ini adalah anak mantunya yang mestinya terdakwa berfungsi sebagai 
pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya, 
bahkan ironisnya kejahatan seksual didalam rumah tangga dilakukan oleh 
suami atau mertua yang mestinya menjadi pelindung terhadap 
keluarganya. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan beberapa hal 
sebagai berikut : 
1. Hendaknya aparat penegak hukum menggunakan secara optimal Pasal 46 
Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga, sehingga ancaman dalam undang-undang tersebut 
benar-benar diterapkan secara maksimal, sehingga para pencari keadilan 
merasa terwakili dan benar-benar merasakan keadilan. 
2. Dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana pemerkosaan mertua 
terhadap anak mantunya, hakim seharusnya mempertimbangkan faktor psikis 
dan keadaan korban kedepan, sehingga sanksi pidana penjara maupun denda 
yang diberikan dapat mencerminkan rasa keadilan terhadap korban. 
3. Penegakan hukum yang maksimal agar terciptanya control sosial masyarakat 
yang baik dan tertib hukum. 
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